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ABSTRAK

DETERMINAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA :
PENGAPLIKASIAN PANEL DINAMIS GENERALIZED METHOD OF
MOMENT (GMM)

Oleh

NABILA AZZAHRA

Pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
merupakan indikator fundamental keberhasilan pembangunan ekonomi
berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja
pendidikan, belanja kesehatan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di
Indonesia dengan mengakomodasi dinamika temporal dan heterogenitas spasial.
Penelitian ini menggunakan data panel provinsi periode 2016—2023 yang dianalisis
pada tingkat nasional. Metode estimasi yang digunakan adalah two-step System
Generalized Method of Moments (GMM) untuk mengatasi endogenitas,
heterogenitas tak teramati, dan autokorelasi.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa IPM periode sebelumnya berpengaruh positif
dan signifikan, yang mengindikasikan adanya path dependency. Belanja pendidikan
berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan adanya potensi
inefisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan selama periode penelitian.
Sebaliknya, belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, yang
menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran kesehatan ~mampu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap
layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta perbaikan infrastruktur
kesehatan yang berdampak langsung pada IPM. Di sisi lain, inflasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap IPM, yang menunjukkan bahwa stabilitas harga
selama periode penelitian tidak secara langsung memengaruhi capaian
pembangunan manusia, baik melalui daya beli masyarakat maupun akses terhadap
layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, pertumbuhan
ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Kata Kunci: indeks pembangunan manusia, belanja pendidikan, belanja kesehatan,

inflasi, pertumbuhan ekonomi.



ABSTRACT

DETERMINANTS OF HUMAN DEVELOPMENT IN INDONESIA:
APPLICATION OF THE GENERALIZED METHOD OF MOMENT
(GMM) DYNAMIC PANEL

By

NABILA AZZAHRA

Human development, as reflected in the Human Development Index (HDI), is a
fundamental indicator of the success of sustainable economic development. This
study aims to analyze the effects of education expenditure, health expenditure,
inflation, and economic growth on HDI in Indonesia by accounting for temporal
dynamics and spatial heterogeneity. This study uses provincial panel data from
2016 to 2023, analyzed at the national level. The estimation method employed is
the two-step System Generalized Method of Moments (GMM) to address
endogeneity, unobserved heterogeneity, and autocorrelation.

The results indicate that lagged HDI has a positive and statistically significant
effect, confirming the presence of path dependency. Education expenditure has a
negative and significant effect, suggesting potential inefficiencies in the
management of education spending during the study period. In contrast, health
expenditure has a positive and significant effect, indicating that increased health
budget allocation improves quality of life through better access to healthcare
services, greater availability of medical personnel, and improvements in health
infrastructure, which directly contribute to HDI. Meanwhile, inflation does not
have a significant effect on HDI, implying that price stability during the study
period does not directly influence human development outcomes, either through
purchasing power or access to basic services such as education and health.
Furthermore, economic growth has a positive and significant effect on HDI.

Keywords: human development index, education expenditure, health expenditure,
inflation, economic growth.
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l. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur dalam menilai kemajuan suatu
negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh United
Nation Development Programme (UNDP), mengukur kualitas pembangunan secara
komprehensif melalui tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup
layak yang turut merefleksikan pemerataan pendapatan. IPM menawarkan
gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat dibanding
indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Peningkatan IPM
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh akses dan kualitas
pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya (Budiyanto, 2024;
Gai et al ., 2025).

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
menunjukan tren peningkatan yang konsisten, dengan rata-rata pertumbuhan
tahunan 0,75%. Angka ini merefleksikan pergerakan IPM dari 72,81% ditahun
2020 menjadi 75,02 ditahun 2024 (BPS, 2024b). Meskipun demikian, dalam
konteks global Indonesia berada pada tingkat 112 dunia dari 191 negara di dunia
dan peringkat 18 dari 26 negara di Asia. Di kawasan Asia Tenggara IPM Indonesia
masih tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia,Vietnam dan
Thailand (Sholati et al ., 2024). Hal ini menandakan masih adanya tantangan besar

dalam upaya peningkatan kualitas modal manusia di Indonesia.

Menurut Salsabillah & Bahtiar Fitanto (2024) salah satu permasalahan klasik dalam
pembangunan Indonesia adalah disparitas regional. Tingkat disparitas
pembangunan antarwilayah di Indonesia, khususnya antara barat, tengah, dan timur
mencerminkan ketidakseimbangan distribusi kemajuan (Awalia et al ., 2018).

Wilayah Barat Indonesia menunjukan kemajuan yang lebih pesat dalam aspek



ekonomi dan infrastruktur dibandingkan wilayah Tengah terutama Timur, yang
tercermin dari konsentrasi publik jauh lebih tinggi di pulau Jawa dan Sumatra
dibanding daerah daerah timur (Rosmeli & Nurhayani, 2014; S. Siatan et al ., 2024).
Hal ini tidak terlepas dari kecendrungan investasi dan pembangunan infrastruktur
yang terpusat di wilayah-wilayah pertumbuhan utama, terutama di kawasan barat
(S. Siatan et al ., 2024). Bappenas (2015), mengklasifikasikan wilayah Indonesia
dalam tiga kategori pembangunan berdasarkan zona wilayah, yakni Wilayah
Indonesia Barat (WIB), Wilayah Indonesia Tengah (WITA), dan Wilayah
Indonesia Timut (WIT). Kategorisasi ini tidak sekadar menandai zona waktu
geografis, melainkan juga merepresentasikan gradasi kemajuan pembangunan
antarwilayah. Kawasan WIB mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah menempati posisi paling unggul dalam hal perkembangan
ekonomi dan infrastruktur. Sebaliknya, wilayah WITA (meliputi Bali, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan Nusa Tenggara) serta
WIT (terdiri atas Maluku dan Papua) (Bappenas, 2015), terutama di kawasan barat
(S. Siatan et al ., 2024).

Disparitas pembangunan manusia antarkawasan di Indonesia tercermin dalam
perbedaan secara regionalnya. Dalam rangka memberikan gambaran yang eksplisit
mengenai kondisi tersebut, maka dilakukan perbandingan terhadap capaian IPM

sebagaimana tercermin dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. IPM Berdasarkan Zona Wilayah di Indonesia

No Provinsi Zona Wilayah IPM Kategori
1. DKI Jakarta WIB 83,08 Tertinggi
2. Kalimantan Barat ~ WIB 70,13 Terendah
3. Kalimantan Timur ~ WITA 78,83 Tertinggi
4 Nusa Tenggara WITA 67.39 Terendah
Timur
5. Papua WIT 73,00 Tertinggi
6 Papua Barat WIT 67,02 Terendah

Su-mber: Badan Pusat Statistik 2024, diolah

Berdasarkan tabel 1 yang tercermin dalam data BPS (2024) terlihat variasi capaian
IPM antarprovinsi, WIB mencatat disparitas tertinggi, dengan selisih mencapai
12,95 antara DKI Jakarta 83,08 dan Kalimantan Barat 70,13. Disparitas serupa

juga teramati di WITA, dimana selisih antara capaian tertinggi di Kalimantan Timur



78,83 dan NTT 67,39 mencapai 11,44. Sementara itu, WIT menunjukan disparitas
dengan selisih 5,98 Papua 73,00 dan Papua Barat 67,02. Namun, terlepas dari
disparitas yang relatif lebih rendah, capaian IPM di wilayah WIT secara
keseluruhan masih berada di bawah rata-rata nasional. Sebaliknya, wilayah barat,
khususnya Jawa memperlihatkan kesenjangan yang besar akibat konsentrasi
pembangunan di pusat ekonomi nasional. Fenomena mengindikasikan adanya
kesenjangan kualitas manusia struktural, di mana wilayah dengan akses
infrastruktur dan ekonomi lebih maju cenderung memiliki IPM tinggi (S. Siatan et
al ., 2024). Ketimpangan dalam mencapai IPM diberbagai wilayah Indonesia
menjadi indikasi kuat bahwa faktor-faktor fundamental penentu kualitas hidup
seperti kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan dan standar hidup layak belum
terdistribusi secara merata di seluruh pelosok negeri (Kusumawardani et al ., 2018).
Diparitas ini mencerminkan kegagalan dalam mencapai pemerataan kesempatan
bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal (Todaro
& Smith, 2020).

Berdasarkan kajian Maharda & Aulia, (2020); Nurvita et al (2022), alokasi belanja
pendidikan merupakan instrumen penting dalam kebijakan publik yang ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan pemerataan dalam
pembangunan manusia. Dalam kerangka kebijakan peningkatan pembangunan
manusia, belanja pendidikan berfungsi sebagai komponen fiskal strategis yang
diorientasikan untuk memperluas akses pendidikan, mengingkatkan mutu dan
memastikan pemerataan layanan pendidikan secara spasial di seluruh Indonesia
(Harahap et al ., 2024).

Mengingat peranan strategis pengeluaran pendidikan dalam memajukan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia, maka
pengalokasian dana pendidikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
langkah tersebut mempunyai makna konstitusional yang ditujukan untuk menjamin
sustainabilitas investasi publik dalam bidang pendidikan dan pengembangan
manusia (Baskara & Dahlan, 2024; Sanisah, 2023). Hal ini sejalan dengan Pasal 31
Ayat (4) UUD (2002) Pasal 31 Ayat (4), dalam pasal tersebut menegaskan bahwa
negara berkewajiban untuk mengutamakan alokasi anggaran pendidikan setidaknya



20% dari total APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional (UUD, 2002).

Alokasi belanja pendidikan di Indonesia kerap dihadapkan dengan permasalahan
disparitas distribusi antardaerah, walaupun anggaran pendidikan mengalami
peningkatan berbagai wilayah masih menghadapi keterbatasan sarana dan
prasarana, distribusi kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, serta tingkat
penyerapan anggaran yang rendah (Bappenas, 2015). Kondisi tersebut menunjukan
bahwa peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas
pemanfaatan anggaran dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tingkat
daerah (Bappenas, 2025). Pada beberapa wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur
dan Bangka Belitung dimana tingginya alokasi belanja pendidikan tidak berkorelasi
positif dengan peningkatan IPM yang signifikan. Implikasinya, peningkatan
anggaran tidak secara otomatis berkontribusi terhadap perbaikan kualitas

pendidikan dan capaian pembangunan manusia (Sumiyarti & Pratama, 2024).

Meskipun alokasi anggaran pendidikan Indonesia mengalami peningkatan secara
bertahap setiap tahun, efektivitasnya dalam mendorong peningkatan kualitas
sumber daya manusia belum mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan laporan
Kemenkeu (2023), mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pendidikan masih
berada di bawah amanat konstitusi, yaitu hanya mencapai 16 persen dari total
APBN pada tahun 2023. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan pada komponen
yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Sebagai contoh, kebutuhan rehabilitasi sekolah rusak yang mencapai Rp 576,7
Triliun hanya menerima alokasi sebesar 3,9 persen dari total anggaran pendidikan.
Di sisi lain, sekitar 60 persen dari total belanja pendidikan masih terserap untuk
komponen belanja pegawai dan administrasi, sementara proporsi anggaran untuk
peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta
perbaikan sarana pendidikan masih terbatas (Kemendikbud, 2023). Ketimpangan
tersebut semakin terlihat jelas apabila dianalisis melalui perbedaan rata-rata belanja
pendidikan signifikan antara WIB dengan kawasan WITA-WIT.



Tabel 2 Rata-Rata Belanja Pendidikan

Zona Wilayah Rata-Rata Belanja Pendidikan (Rp)
wiB Rp 3.636.343.869.097,06
WITA Rp 1.488.169.602.675,38
WIT Rp 1.280.906.543.281,21

Sumber: Kemenkeu 2023, diolah

Berdasarkan data tabel 2, teridentifikasi ketimpangan yang signifikan belanja
pendidikan. Wilayah WIB, mencatat rata-rata tertinggi sebesar Rp 3,64 triliun,
merefleksikan kapasitas fiskal yang lebih kuat seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan
Jawa Tengah baik segi aspek pendapatan daerah maupun efektivitas pengelolaan
anggaran. Di sisi lain, wilayah WITA dan WIT masing-masing hanya
mengalokasikan rata-rata belanja sebesar Rp 1,49 triliun dan Rp 1,28 triliun,
mengindikasikan keterbatasan kemampuan fiskal serta tingginya ketergantungan
pada transfer pusat. Disparitas tersebut mengkonfirmasi bahwa lokasi sumber daya
pendidikan masih terkonsentrasi di barat, sementara kawasan tengah dan timur
menghadapi kendala struktural dalam perluasan akses dan meningkatkan mutu
pendidikan. Meskipun terjadi peningkatan nominal belanja pendidikan secara
nasioanl dari Rp 550 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 665 triliun pada tahun
2023 (Kemenkeu, 2023), hasil pembelajaran nasional justru menunjukan tren
penurunan. Data Programme For International Student Assessment (PISA) tahun
2022 mencatat bahwa skor literasi indonesia berada pada angka 359 poin, suatu
capaian yang masih tertinggal signifikan dari rata-rata negara Organisation for
Econoomic Cooperation and Development (OECD) sebesar 480 poin (OECD,
2022). Selain itu, disparitas dalam pemberian bantuan operasional antarjenjang
perguruan tinggi serta ketidaktepatan alokasi anggaran pada kementerian non-
pendidikan mencerminkan bahwa efisiensi dan tata kelola anggaran pendidikan
masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kajian
Dwiputrianti et al (2025) mengkonfirmasi bahwa besarnya anggaran pendidikan
Indonesia terserap pada belanja rutin dan pegawai serta lemahnya tata kelola fiskal
daerah menyebabkan alokasi dana pendidikan tidak berdampak langsung pada
peningkatan IPM. Lebih lanjut, kajian Lorato et al (2025) menunjukan bahwa
peningkatan belanja publik dan ekspansi sektor ekonomi tidak secara langsung



berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia apabila kelembagaan
masih terbatas. Sementara itu, Ananta et al (2023) menunjukan bahwa korupsi
secara langsung menurunkan kualitas pembangunan manusia, tetapi juga
melemahkan efektivitas belanja publik, termasuk belanja pendidikan, khususnya di
negara berpendapatan menengah dan menengah bawah melalui mekanisme alokasi
yang tidak produktif dan rentan terhadap rent-seeking. Kajian tersebut menegaskan
bahwa tanpa adanya reformasi tata kelola dan penguatan institusi, tambahan
anggaran publik hanya akan menciptakan pertumbuhan nominal tanpa diiringi

dengan kesejahteraan masyarakat.

Disamping aspek pendidikan, ketidakefektifan serupa dapat diidentifikasi pada
sektor kesehatan, yang bersama dengan pendidikan berperan sebagai pilar
fundamental dalam kerangka pembangunan manusia (UNDP, 2024). Apabila sektor
pendidikan berfungsi membentuk human capital melalui pengembangan kapasitas
intelektual dan keterampilan, sektor kesehatan berperan dengan memastikan
keberlanjutan produktivitas individu melalui peningkatan kondisi fisik dan

perpanjangan usia harapan hidup (UNDP, 2024).

Di sisi lain mesipun alokasi belanja kesehatan mengalami peningkatan secara
bertahap, efektivitasnya dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat
belum mencapai hasil yang optimal. Sebagian besar anggaran masih terkonsentrasi
pada pendanaan layanan kuratif dan kegiatan administratif, sementara porsi untuk
program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif relatif terbatas (Bilal et al
., 2025; Prasetyia et al ., 2026). Berdasarkan laporan kementrian keuangan 2024,
alokasi belanja kesehatan mengalami peningkatan dari Rp169,7 triliun pada 2020
menjadi 191 triliun pada tahun 2024, namun sebagian besar alokasi terserap untuk
belanja kuratif dan gaji pegawai, bukan program yang berorientasi pada
peningkatan kesehatan. Komposisi belanja ini membuat investasi sektor kesehatan
belum optimal dalam menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan angka
harapan hidup. Selain itu, ketimpangan dalam distribusi tenaga medis dan fasilitas

kesehatan antarwilayah memperparah inefisiensi tersebut.



Tabel 3. Rasio Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Zona  Rasio Dokter per  Rasio Dokter Rasio Faskes Rasio Faskes
Wilayah  1.000 penduduk per 1.000 (Puskesmas (Puskesmas
Tertinggi penduduk &Rs) per 1.000  &Rs) per 1.000
Terendah penduduk penduduk
Tertinggi Terendah
wWIB DKI Jakarta Jawa Barat DIY Yogyakarta DKI Jakarta
2,60 0,71 11,2 51
WITA Kalimantan Kalimantan Kalimantan NTB
Timur Utara Utara 7,8
1,11 0,59 14,6
WIT Maluku Papua Papua Barat Papua
0,60 0,29 5,48 2,22

Sumber: BPS 2023; Kemenkes 2023, diolah

Berdasarkan Tabel 3, mengilustrasikan disparitas dalam penyediaan tenaga medis
serta prasarana kesehatan antarwilayah di Indonesia. Wilayah WIB khususnya DKI
Jakarta menunjukan rasio dokter tertinggi disertai dengan kepadatan fasiitas
kesehatan yang relatif tinggi. Kondisi ini mencerminkan konsentrasi layanan
kesehatan yang terpusat di wilayah perkotaan utama. Di sisi lain, wilayah WIT yang
dicerminkan oleh Papua mencatat rasio terendah baik dokter maupun prasarana
kesehatan yang menggambarkan keterbatasan akses akibat tantangan geografis.
Sementara, wilayah WITA berada di posisi intermediat dikarenakan tingkat
kepadatan penduduknya yag rendah. Kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan
yang tajam dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Disparitas tersebut
merefleksikan bahwa peningkatan alokasi anggaran kesehatan belum diikuti oleh
pemerataan manfaatnya di seluruh wilayah Indonesia. Secara empiris, berbagai
penelitian menunjukan bahwa peningkatan belanja kesehatan tidak selalu
berdampak positif terhadap IPM. Kajian Prasetyia et al (2026) menunjukkan
bahwa belanja kesehatan daerah memiliki pengaruh negatif terhadap IPM karena
sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin dan administratif tanpa
mendorong peningkatan produktivitas kesehatan masyarakat. Lebih lanjut,
Dwiputrianti et al (2025) mengemukakan bahwa di wiliayah Papua dengan
tingginya pengeluaran kesehatan tidak efektif meningkatkan IPM akibat lemahnya
tata kelola fiskal, ketimpangan fasilitas layanan, dan rendahnya efisiensi belanja

publik. Sementara itu, John et al (2025) menemukan bahwa peningkatan



pengeluaran publik, termasuk dalam sektor kesehatan, berpotensi berdampak
kontraproduktif terhadap kualitas pembangunan manusia jika disertai fenomena
kebocoran fiskal, tata kelola yang lemah, serta distribusi layanan publik yang tidak
efektif. Temuan-temuan ini menguatkan proporsi bahwa ekspansi belanja
kesehatan tidak serta-merta berkorelasi positif dengan peningkatan [IPM.
Sebaliknya, efektivitas belanja kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor-fakotr
kelembagaan, efisiensi implementasi kebijakan fiskal, dan kapasitas pemerintah
daerah dalam mentransformasikan alokasi anggaran menjadi peningkatan akses

serta kualitas layanan yang inklusif dan merata.

Selain variabel pendidikan, dan kesehatan sebagai variabel utama penentu kualitas
manusia, kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti inflasi juga berkontribusi
terhadap kualitas pembangunan ekonomi. Mohamed et al ( 2025) menunjukan
bahwa inflasi di Somalia berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan dan
ketidakstabilan harga pangan, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap
harapan hidup dan pendapatan per kapita. Temuan ini mengindikasikan bahwa
inflasi tidak hanya merefleksikan instabilitas ekonomi, tetapi juga memperburuk
dimensi sosial dan kesehatan masyarakat. Selain itu, berdasarkan temuan Bandura
& Leshoro (2022) bahwa inflasi secara eksplisit memiliki dampak negatif terhadap
IPM. Tingginya tingkat inflasi mengikis daya beli masyarakat, membatasi akses

terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendegradasi kulitas hidup.

Meskipun inflasi yang stabil sering diartikan sebagai cerminan kestabilan ekonomi,
bukti empiris menunjukan bahwa inflasi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah
dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek pendidikan,
kesehatan, maupun IPM secara keseluruhan (Lutfi & Prawoto, 2014). Berdasarkan
data tren inflasi tahunan, tingkat inflsi di Indonesia menunjukan fluktuasi yang
signifikan, dimulai dari 4,2% pada tahun 2010, kemudian mencapai titik tertinggi
sebesar 10,2% pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan menjadi 9,8% pada
tahun 2023. Pola fluktuasi ini terlihat jelas dalam visualisasi gambar 2 yang
menggambarkan dinamika perubahan inflasi, baik kenaikan maupun penurunan,

selama rentang waktu 2010 hingga 2023.
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Berdasarkan gambar 1 tren inflasi Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2023,
teramati adanya fluktuasi dengan kecendrungan peningkatan yang mencapai
puncaknya pada tahun 2013 hingga 2014 dan 2020 yang mencapai di atas 5 persen.
Sementara itu, penurunan inflasi terendah pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen
menunjukan stabilitas harga yang menandakan lemahnya daya beli masyarakat dan
lemahnya permintaan domestik (demand side slack). Secara umum, capaian inflasi
masih berada dalam rentang sasaran inflasi Bank Indonesia, yaitu sebesar +£3,0
persen dengan toleransi deviasi 1 persen pada periode 2020 hingga 2024. Namun
demikian, tingkat inflsi yang terlalu jauh di bawah sasaranmengindikasikan
perlembaan aktivitas perekonomian, terutama akibat melemahnya konsumsi rumah
tangga dan investasi. Fenomena ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter
dan fiskal Bank Inonesia dalam menjaga stabilitas harga serta tekanan inflasi.
Namun, kondisi ini berpotensi menghamat peningkatan kesejahteraan dan kualitas
pembangunan manusia, terutama di wilayah dengan kapasitas ekonomi yang

rendah.

Hal ini diperkuat dengan temuan empiris yang dilakukan oleh Approach et al .,
2020; Gustav Ranis, Frances Stewart (2022) yang mengemukakan bahwa inflasi
tidak semata-mata bersifat moneter, melainkan juga berfungsi sebagai indikator
penting dalam menganalisis dinamika permintaan agregat dan kesejahteraan
masyarakat. Lebih lanjut, inflasi yang terlalu rendah dapat menjadi cerminan
stagnasi ekonomi dan berkurangnya peluang kerja, sehingga menghambat proses
akumulasi modal manusia sebagai faktor kunci dalam kemajuan IPM. Sementara,

Lydia et al (2025) menunjukan bahwa inflasi berpegaruh negatif terhadap IPM
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baik dalam jangka pendek maupun panjang, namun pengaruh tersebut relatif kecil.
Temuan ini menegaskan bahwa efek inflasi terhadap IPM hanya akan terasa
signfikan apabila terjadi inflasi yang tinggi sehingga menekan daya beli secara
luas.Oleh karena itu, menjaga keseimbangan tingkat inflasi menjadi esensial untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat.

Di sisi lain, Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu determinan penting dalam
pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan
kerja (Todaro & Smith, 2020). Data BPS (2025) mengindikasikan adanya
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 3,69 persen pada tahun 2021
menjadi 5,03 persen tahun 2024, yang merefleksikan proses pemulihan ekonomi
pasca pandemi COVID-19. Namun, peningkatan knerja ekonomi makro ini belum
berbanding lurus dengan peningkatan IPM. Hal ini dapat dilihat masih terjadinya

ketipangan pertumbuhan ekonomi antarwilyah yang dicerminkan tabel dibawah ini.

Tabel 4. Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi

Zona Wilayah Provinsi Persentase Pertumbuhan ekonomi
wWiIB DKI Jakarta 4,85
WITA Kalimantan Timur 5,73
WIT Papua 7,95

Sumber: BPS 2024, diolah

Berdasrkan tabel 4, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia
masih bersifat tidak merata secara spasial. Wilayah WIT mencatat pertumbuhan
tertinggi. Di sisi lain, WITA menunjukan kerja pertumbuhan yang signifikan,
meskipun struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor-sektor padat modal yang
memiliki keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja. Sementara, WIB berperan
sebagai penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi dominan
terhadap PDB, namun dihadapkan pada tantangan kesenjangan sosial-ekonomi
yang tajam antar kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan. kondisi ini
mencerminkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara
inklusif di wilayah tersebut. Akan tetapi, peningkatan kinerja ekonomi makro ini
belum berbanding lurus degan peningkatan IPM (UNDP, 2024). IPM hanya
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meningkat secara marginal dari 72,91 menjadi 73,49 dalam periode yang sama.
Adanya gap ini mengindikasikan karakter pertumbuhan ekonomi yang belum
inklusif, di mana akumulas manfaat ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah
dengan struktur ekonomi padat modal dan infrastruktur maju, sementara wilayah
yang bertumpu pada sektor primer memiliki keterbatasan infrastruktur sehingga
mengalami ketertinggalan dalam peningkatan kesejahteraan.

Secara empiris, berbagai kajian menunjukkan bahwa tingginya laju pertumbuhan
ekonomi tidak secara otomatis berkorelasi positif dengan peningkatan IPM. Kajian
Idris et al (2025) mengungkapkan bahwa ekspansi ekonomi yang tidak diiringi
dengan peningkatan kapasitas ekologis dan inkusiivitas sosial justru dapat
menurunkan kualitas pembangunan manusia di negara berkembang, sebagai akibat
degridasi lingkungan dan penguatan ketimpangan kesejahteraan. Selaras dengan
temuan tersebut, Bilal et al (2025) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang
tidak didukung oleh efisiensi fiskal dan mekanisme pemerataan pendapatan
berpotensi berdampak negatif terhadap IPM, karena manfaatnya cenderung
dinikmati oleh masyarakat tertentu. Lebih lanjut, Olayemi & Olajide (2025)
mengemukakan bahwa pola pertumbuhan ekonomi bergantung pada energi intensif
di negara berkembang justru dapat menekan IPM melalui eksaserbasi polusi dan
ketimpangan sosial. Sejalan dengan argumen tersebut, Kanwal & Noreen (2025)
menunjukan proses globalisasi dan ekspansi industri yang tidak inklusif berpotensi
menciptakan pertumbuhan semu (spurious growth), suatu kondisi di mana
pertumbuhan PDB meningkat namun dimensi sosial dan kesejahteraan manusia
mengalami stagnasi. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia
harus diikuti oleh pemerataan pendpatan, penciptaan lapangan kerja produktif, dan
penguatan kapasitas manusia agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya bersifat
statistik, tetapi benar-benar mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara

subtantif.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dan relevan mengingat
pembangunan manusia yang berkualitas dan merata merupakan fondasi utama
dalam mencapai kemajuan sosial-ekonomi berkelanjutan. Berbagai kajian yang
telah dijelaskan menunjukan bahwa peningkatan alokasi fiskal pada sektor
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi makro belum secara optimal meningkatkan
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kualitas pembangunan manusia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. variasi
kebijakan antarwilayah mencerminkan disparitas struktural dalam hal kapasitas
kelembagaan, tata kelola fiskal, serta ketersediaan infrastruktur sosial. Di mana
Wilayah WIB relatif lebih unggul yang didukung oleh infrastruktur yang memadai,
kapasitas fiskal yang kuat serta konsentrasi investasi yang tinggi. Sebaliknya,
wilayah timur dan tengah masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan
sumberdaya, ketimpangan distribusi tenaga kerja profesiona, dan efektivitas belanja

publik rendah.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa permasalahan IPM di Indonesia bergeser
dari besaran alokasi anggaran menjadi persoalan efektivitas,efisiensi, dan
pemerataan pemanfaatan belanja publik lintas wilayah. Sementara itu, literatur yang
ada sebagian besar masih berfokus pada analisis statis antara belanja publik dan
IPM, dengan kajian yang mempertimbangkan aspek keterlambatan (lag effect) dan
heterogenitas spasial relatif terbatas. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan
studi empiris yang menguji bagaimana dinamika belanja pendidikan, belanja
kesehatan,inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan mempengaruhi IPM
dalam kerangka spasial-temporal Indonesia melalui pendekatan panel dinamis
seperti  System Generalized Method of Moments (GMM) (Lubis, 2013). Oleh
karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis
determinan pembangunan manusia di Indonesia melalui pendekatan panel dinamis
GMM. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan efek keterlambatan (path
dependency), tetapi heterogenitas antarwilayah. Selain itu, pendekatan ini juga
diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai sejauh
mana efektivitas kebijakan fiskal di sektor pendidikan, kesehatan, dan stabilitas
ekonomi makro yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas manusia

berkelanjutan serta merata di seluruh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Pembangunan manusia menjadi
salah satu indikator kunci dalam mengevaluasi kesuksesan pembangunan suatu
negara, yang termanifestasi melalui IPM. IPM tidak sekadar merefleksikan
pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan, melainkan juga mencakup kualitas
hidup masyarakat secara komprehensif. Walaupun Indonesia mencatatkan
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peningkatan IPM pada tingkat nasional, sedangkan di dunia Indonesia berada pada
tingkat 112 dunia dari 191 dan peringkat 18 dari 26 negara Asia. Selain itu,
disparitas antardaerah juga masih menjadi tantangan, terutama antara kawasan
Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Fenomena ini menunjukkan
ketimpangan dalam pencapaian kualitas manusia, di mana sebagian besar daerah
memiliki alokasi anggaran yang besar, akan tetapi belum mampu meningkatkan

IPM secara signifikan.

Salah satu faktor determinan signifikan terhadap peningkatan IPM adalah belum
optimalnya pengelolaan belanja publik di sektor pendidikan. Meskipun nominal
anggaran pendidikan mengalmi peningkatan komposisi alokasinya masih
didominasi oleh belanja rutin, seperti gaji pegawai dan biaya operasional
administrasi. Sementara proporsi anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan
kualitas pembelajaran dan perbaikan infrastruktur relatif terbatas. Akibatnya,
kenaikan anggaran tidak secara otomatis berkorelasi positif dengan peningkatan
IPM. Hal ini diperkuat dengan kajian Dwiputrianti et al (2025) mengkonfirmasi
bahwa besarnya anggaran pendidikan Indonesia terserap pada belanja rutin dan
pegawai serta lemahnya tata kelola fiskal daerah menyebabkan alokasi dana
pendidikan tidak berdampak langsung pada peningkatan IPM, khususnya wilayah
dengan kapasitas kelembagaan yang rendah. Lebih lanjut, Lorato et al (2025)
menunjukan bahwa peningkatan belanja publik dan ekspansi sektor ekonomi tidak
secara linier meningkatkan IPM ketika kelembagaan masih lemah. Sementara,
kajian Ananta et al (2023) menunjukan bahwa korupsi secara langsung
menurunkan kualitas pembangunan manusia, tetapi juga melemahkan efektivitas
belanja publik, termasuk belanja pendidikan, khususnya di negara berpendapatan
menengah dan menengah bawah melalui mekanisme alokasi yang tidak produktif
dan rentan terhadap rent-seeking. Studi tersebut menegaskan bahwa tanpa
reformasi dan penguatan institusi yang mendasar, penambahan anggaran publik
hanya akan menghasilkan capaian nominal tanpa disertai dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara subtantif.

Permasalahan serupa juga teridentifikasi dalam sektor kesehatan, yang bersama
sektor pendidikan berfungsi sebagai pilar fundamental pembangunan manusia.

meskipun anggaran kesehatan mengalami peningkatan, komposisi pengeluarannya
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masih didominasi oleh pendekatan kuratif, dibandingkan program yang bersifat
promotif dan preventif. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan spasial dalam
distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan antardaerah. Kajian John et al
(2025); Prasetyia et al (2026) menunjukan bahwa peningkatan belanja kesehatan
di sejumlah wilayah justru berdampak negatif terhadap IPM. Hal ini terjadi karena
alokasi anggaran tidak diarahkan pada peningkatan produktivitas kesehatan

masyarakat.

Selain faktor belanja publik, kondisi makroekonomi seperti inflasi dan
pertumbuhan ekonomi juga menjadi determinan yang mempengaruhi IPM.
Meskipun inflasi Indonesia relatif stabil, volatilitas harga yang signifikan
berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membatasi aksesibilitas terhadap
layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Temuan Bandura & Leshoro
(2022); Lydia et al (2025) mengknfirmasi bahwa inflasi berkorelasi negatif
terhadap IPM khususnya di negara berkembang, karena kenaikan harga komoditas
dasar secara disproposional berdampak pada penurunan pendapatan riil kelompok

masyarakat berpendapatan rendah.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pembangunan belum
sepenuhnya terefleksikan dalam peningkatan IPM. Data BPS 2025 menunjukan
bahwa meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 3,69 persen
pada tahun 2021 menjadi 5,03 pada tahun 2024, kenaikan IPM dalam periode sama
hanya sebesar 0,58 poin. Fenomena ini mengindikasikan pertumbuhan yang masih
ekslusif dan belum inklusif. Sejalan dengan itu, kajian Bilal et al (2025); Idris et al
(2025) menyatakan bahwa pertumbuhan yang tidak diiringi dengan mekanisme
redistribusi pendapatan yang efektif justru berpotensi memperlebar kesenjangan

sosial dan berdampak kontraproduktif terhadap kualitas pembangunan manusia.

Dengan demikian, ketiga rumusan masalah tersebut dirancang untuk menganalisis
keterkaitan antara berbagai faktor sektoral dan makroekonomi dengan kualitas
manusia, guna menyediakan landasan empiris bagi perumusan kebijakan
pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu pertanyaan

yang perlu dijawab pada penelitian ini adalah:
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1.  Apakah belanja pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
manusia di Indonesia?

2. Apakah belanja kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
manusia di Indonesia?

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas manusia di
Indonesia?

4.  Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas

manusia di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mencapai tujuan berikut :

1) Menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap kemajuan kualitas manusia
di indonesia.

2) Menganalisis  pengaruh belanja kesehatan terhadap kualitas manusia di
Indonesia.

3) Menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemajuan kualitas manusia di Indonesia.

4) Menganalis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas manusia di

Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara
teoritas maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut:

1) Manfaat teoritis :

a. Peneltian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis bagi
pengembangan disiplin ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam
kajian mengenai indikator pembangunan manusia yang tercermin melalui
Indeks Pembangunan Manusia.

b. Temuan penelitian ini diantisipasi dapat memperluas khazanah kepustakaan
ilmiah terkait analisis peran strategis alokasi anggaran pendidikan, dan
kesehatan, inflasi serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penentu
dalam peningkatan standar hidup masyarakat.

c. Hasil analisis dalam studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai refeensi
akademis dalam kajian empiris tentang korelasi antara alokasi belanja
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publik dan capaian pembangunan manusia pada konteks negara
berkembang.
2) Manfaat Praktis :

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam
menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terfokus, terutama terkait
optimalisasi alokasi anggaran publik pada sektor-sektor strategis sebagai
pilar utama peningkatan kapabilitas manusia.

b. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan,
termasuk organisasi non-pemerintah, institusi akademik, dan pelaku bisnis,
sebagai acuan dalam merancang program-progam intervensi yang berbasis
bukti (evidence based).

c. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada
publik mengenai pentingnya pengelolaan belanjapendidikan dan kesehatan
yang efektif serta stabilitas makroekonomi guna meningkatkan kualitas

hidup dan capaian IPM secara merata.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan yang bersifat multidimensi
dengan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan pokok dalam proses
pembangunan. Pendekatan ini berawal sebagai kritik terhadap paradigma
pembanguna konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai
indikator keberhasilan pembangunan. Dalam persepektif pembangunan manusia,
peningkatan pendapatan nasional tidak secara langsung mencerminkan peningkatan
kualitas hidup masyarakat apabila tidak diiringi dengan perbaikan aspek
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Konsep ini, yang diperkenalkan
pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990, menitikberatkan pada perluasan
kemampuan dasar manusia, mencakup kesehatan dan umur panjang, akses terhadap
pengetahuan, serta tingkat kehidupan yang layak, alih-alih berfokus semata pada
pencapaian pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2020). Sebagai instrumen pengukuran,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dirancang sebagai indikator komposit yang

merepresentasikan tiga dimensi esensial, yakni :

° Pendidikan: Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Dewasa (mean years of
schooling) dan Harapan Lama Sekolah Anak-anak (expected years of schooling),
kedua komponen utama pendidikan menggambarkan tingkat akses dan kualitas

pendidikan.

° Kesehatan: Harapan Hidup Saat Lahir (life expectancy at birth), yang

mencerminkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

° Standar hidup layak: Pendapatan Nasional Bruto per kapita (Gross National
Income per capita), sebagai proksi kemampuan ekonomi masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan dasar.
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Pemikiran ini sejalan dengan gagasan (Sen, 2017) yang berargumen bahwa
pembangunan harus dipahami sebagai suatu peroses perluasan kebebasan manusia
untuk memilih dan mewujudkan kehidupan yang mereka anggap penting. Sen
menegaskan bahwa indikator pembangunan tidak semestinya hanya terbatas pada
pendapatan per kapita, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan individu
untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
Kerangka pemikiran ini kemudian menjadi landasan konseptual bagi penyusunan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh United Nations Programme (UNDP).

Dalam kerangka penelitian ini, belanja pendidikan dan belanja kesehatan digunakan
sebagai proksi dari peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia melalui fungsi alokasi dalam kebijakan keuangan publik. Dalam perspektif
teori keuangan publik, pemerintah memiliki fungsi alokasi untuk menyediakan
barang dan jasa publik yang tidak disediakan efisien oleh mekanisme pasar (Joseph
E. & Jay K, 2000; Musgrave & Peacock, 1958). Belanja pendidikan berperan dalam
memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, yang secara langsung
berdampak pada dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sementara itu, belanja kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan perpanjangan angka harapan hidup sebagai indikator
utama dimensi kesehatan dalam IPM. Secara teoretis, investasi pada sektor
pendidikan dan kesehatan diprediksi berkontribusi positif dengan capaian
pembangunan manusia dikarenakan mencerminkan kapabilitas individu (Sen,
2017)

Di samping peran belanja publik, kondisi makroekonomi turut memengaruhi
tingkat pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan
kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat yang berpotensi memperkuat daya
beli serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Todaro & Smith,
2020). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat mendukung pencapaian
dimensi standar hidup layak dalam IPM. Meskipun demikian, hubungan ini tidak
bersifat otomatis, karena efektivitasnya sangat ditentukan oleh distribusi
pendapatan dan kualitas kebijakan publik yang diterapkan (Sen, 2017; UNDP,
2020).
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Sebaliknya, inflasi dapat memengaruhi pembangunan manusia melalui penurunan
daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi berisiko membatasi kemampuan
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan
kesehatan, sehingga dapat menghambat peningkatan kualitas hidup (Musgrave &
Peacock, 1958). Dalam konteks fungsi stabilisasi pemerintah, pengendalian inflasi

menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan kualitas hidup
masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh
akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kemampuan ekonomi yang
memadai. Oleh karena itu, pencapaian pembangunan manusia memerlukan
keterlibatan berbagai sektor, terutama pemerintah sebagai pemegang otoritas
kebijakan publik yang memiliki peran strategis dalam mengalokasikan sumber
daya, memperluas akses layanan dasar, serta menciptakan kondisi ekonomi yang

mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

2.2 Teori Keuangan Publik (Public Finance Theory)

Dalam pengantar Classics in the Theory of Public Finance, Musgrave & Peacock
(1958) menegaskan bahwa teori keuangan publik terletak pada persoalan klasis
bagaimana menentukan alokasi sumber daya antara sektor publik dan sektor privat,
serta siapa yang harus menanggung biaya penyediaan barang dan jasa publik.
Dengan demikian, teori keuangan publik tidak hanya membahas perpajakan,
melainkan mencakup seluruh proses pengambilan keputusan fiskal dalam suatu
negara, termasuk menentukan kapan suatu aktivitas ekonomi sebaiknya
dilaksanakan oleh pemerintah dan kapan suatu aktivitas ekonomi diserahkan
kepada mekanisme pasar, bagaimana menetapkan besaran anggaran publik, serta
bagaimana beban pajak didistribusikan secara adil dan efisien kepada masyarakat.
Musgrave menekankan bahwa persoalan public resource use merupakan inti Teori
Keuangan Publik, yakni bagaimana sumber daya yang terbatas dalam
perekonomian diaokasikan untuk memenuhi kebutuhan kolektif melalui
mekanisme anggaran negara, yang mengandung dimensi normatif sekaligus positif
karena menyangkut pertimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi. Secara
konseptual, teori keuangan publik memiliki dua aspek utama, yaitu, sisi

pengeluaran (public expenditure) yang membahas mengenai komposisi dan besaran
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anggaran untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat dipenuhi
secara optimal oleh pasar, serta sisi penerimaan (taxation) yang membahas
mengenai prinsip-prinsip perpajakan berdasarkan kemampuan membayar atau
manfaat yang diterima. Kedua aspek tersebut saling berkaitan, karena keputusan
mengenai besarnya pengeluaran publik akan menentukan kebutuhan penerimaan
negara, sementara struktur perpajakan akan memengaruhi distribusi kesejahteraan
dalam masyarakat. Dengan kata demikian, teori keuangan publik menjadi landasan
utama teori ini bersumber dari kerangka ekonommi kesejahteraan (welfare
economics) yang menyatakan bahwa mekanisme pasar kompetitif, dalam kondisi
ideal akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien secara pareto. Efisiensi
tersebut hanya dapat tercapai apabila terdapat persaingan sempurna, informasi yang
simetris, tidak adanya eksternalitas, serta pasar yang lengkap (Joseph E. & Jay K,
2000).

Namun demikian, dalam realitas empiris asumsi-asumsi tersebut sulit untuk
dipenuhi secara sempurna. Akibatnya, muncul berbagai bentuk kegagalan pasar
(market failure) yang menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak optimal
serta distribusi kesejahteraan yang timpang. Dala konteks inilah pemerintah
memiliki landasan normatif untuk melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal
dengan tujuan mengoreksi distorsi pasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial

secara agregat (Abelson, 2012).

2.2.1 Kegagalan Pasar (Market Feilure)
Dalam persepektif ekonomi publik, Abelson (2012) menyatakan bahwa landasan
utama bagi intervensi pemerintah bersumber dari fenomena kegagalan pasar
(Market Failure). Secara teoritis, mekanisme pasar yang kompetitif dalam kondisi
ideal akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Akan tetapi, efisiensi
tersebut hanya dapat dicapai apabila sejumlah asumsi terpenuhi, antara lain adanya
persaingan sempurna, informasi yang simetris, ketiadaan eksternalitas, serta
kelengkapan pasar. Dalam kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut sulit dipenuhi
secara utuh. Oleh karena itu, Abelson (2012) mengelaborasi beberapa bentuk utama
kegagalan pasar.

a) Pertama, Eksternalitas yakni situasi dimana aktivitas ekonomi

menimbulkan dampak terhadap pihak ketiga yang tidak tercermin dalam
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mekanisme harga. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi contoh
eksternalitas positif, karena manfaat yang dihasilkan tidak hanya dinikmati
oleh individu penerima layanan, melainkan juga masyarakat secara kolektif
melalui peningkatan produktivitas, stabilitas sosial, serta pertumbuhan
ekonomi dalam jangka panjang. Tanpa adanya intervensi pemerintah, sektor
swasta cenderung menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan dibawah
tingkat optimal secara sosial (under-provision).

b) Kedua, Barang Publik yang memilii karakteristik non-rival dan non-
ekskludabel. Sifat ini menyebabkan mekanisme pasar kehilangan insentif
untuk menyediakan barang tersebut secara memadai, sehingga memerlukan
keterlibatan pemerintah.

c) Ketiga, Asimetri Informasi yang kerap muncul dalam sektor kesehatan, di
mana konsumen tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai

kualitas layanan yang akan dikonsumsi.

Dengan demikian, menurut Abelson (2012), kegagalan pasar memberikan
justifikasi normatif sekaligus ekonomis bagi intervensi pemerintah melalui
instrumen kebijakan fiskal, termasuk alokasi belanja publik pada sektor-sektor

strategis.

2.2.2 Equity dan Distribusi

Di samping pertimbangan efisiensi, Abelson (2012), menekankan pentingnya aspek
keadilan (equity) dalam perumusan kebijakan publik. Mekanisme pasar, meskipun
mampu menghasilkan efisiensi dala kondisi tertentu, tidak secara otomatis
menjamin terciptanya distribusi pendapatan yang adil. Distribusi pendapatan yang
dihasilkan oleh pasar sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan faktor produksi,
tingkat pendidikan, serta akses individu terhadap kesempatan ekonomi yang
tersedia.

Dalam kerangka ekonomi kesejahteraan, terdapat distingsi konseptual antara
efisiensi dan keadilan. Suatu alokasi sumber daya dapat mencapai efisiensi pareto,
namun pada saat bersamaan justru menghasilkan distribusi yang tinggi. Dengan
demikian, pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi melalui
kebijakan redistribusi, baik melalui sistem perpajakan maupun belanja publik, guna
mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.
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Belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan mengandung dimensi
redistributif yang signifikan, karena berperan dalam memperluas akses masyarakat
khususnya berpendapatan rendah, terhadap layanan dasar. Melalui peningkatan
akses tersebut, pemerintah mendorong mobilitas sosial serta menekan ketimpangan
baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Dalam persepektif
pembangunan manusia, aspek keadilan menjadi esesnsial mengingat Indeks
Pembangunan Manusia tidak hanya merefleksikan capaian rata-rata, tetapi juga

menggambarkan kualitas distribusi masyarakat terhadap layanan dasar.

2.2.3 Legitimasi Intervensi Pemerintah

Dalam pandangan Abelson (2012), legitimasi intervensi pemerintah dalam
perekonomian didasari pada dua dua landasan utama, yakni koreksi terhadap
berbagai bentuk kegagalan pasar serta upaya mewujudkan keadilan distributif.
Peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, melainkan juga sebagai penyedia
barang dan jasa publik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh mekanisme

pasar.

Intervensi pada umumnya dilaksanakan melalui instrumen kebijakan fiskal, baik
yang bersumber dari sisi penerimaan melalui perpajakan maupun dari sisi
pengeluaran melalui belanja publik. meskipun demikian, Abelson juga
mengemukakan bahwa setiap bentuk intervensi pemerintah perlu memperhatikan
aspek efisiensi administratif serta potensi distorsi yang dapat ditimbulkan oleh
kebijakan itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun intervensi memiliki justifikasi
teoritis yang kuat, pelaksanaanya tetap harus mempertimbangkan biaya sosial yang
mungkin timbul serta risiko kegagalan pemerintah (Government Failure). Dalam
konteks pembangunan manusia, landasan normatif bagi intervensi pemerintah
menjadi semakin kuat mengingat sektor pendidikan dan kesehatan memiliki
dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia serta produktivitas
nasional. Oleh karena itu, belanja pemerintah di kedua sektor tersebut dimaknai
sebagai investasi sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam persepektif jangka panjang.
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2.3 Peran Pemerintah (Role of Goverment)

Dalam classics in the Theory of Public Finance, Role of goverment yang
dikemukakan Musgrave & Peacock (1958) merumuskan peran pemerintah sebagai
serangkaian fungsi dan tanggung jawab instutisional dalam melakukan intervensi
perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya,
memperbaiki distribusi kesejahteraan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro.
Pemerintah dalam persepektif ini tidak dimaksudkan sebagai entitas yang
menggantikan mekanisme pasar, melainkan sebagai institusi yang bertindak ketika
pasar gagal menghasilkan luaran yang optimal secara sosial. Hal ini diperkuat
dengan Abelson (2012) yang menyatakan bahwa peran pemerintah berawal dari
realitas empiris di mana mekanisme pasar dalam praktiknya tidak selalu mampu
mencapai efisiensi normatif untuk melakukan intervensi melalui berbagai
instrumen kebijakan, baik yang bersifat fiskal, regulatif, maupun melalui
penyediaan langsung barang dan jasa publik. Adapun intervensi melalui
pengelompokan fungsi pemerintah berdasarkan tingkatannya, yang tercermin

dalam tabel berikut

Tabel 5. Pengelompokan Fungsi Pemerintah Berdasarkan Tingkatan

Fungsi Menciptakan Pasar dan Kesejahteraan sosial
Mengatasi Kegagalan Pasar
Dasar Menyediakan Barang Publik Melindungi Masyarakat
Murni: Miskin:
e Pertahanan e Program bantuan
e Penyediaan hak milik kemiskinan
e Penyediaan mata uang e Bantuan bencana
e Pendidikan dasar e Mengatasi kesenjangan
e Infrastruktur ekonomi dasar besar
e Komunikasi dasar
Menengah Menyediakan barang publik Menyediakan  bantuan
lainnya: sosial dan keadilan:
e Pendidikan menengah dan e Tunjungan
tinggi Pengangguran
e Layanan kesehatan e Tunjungan keluarga
e Layanan transportasi  dan pensiun bagi
komunikasi lainnya. pensiunan.
Mengatasi eksternalitas : e Perpajakan prgresif
e Perlindungan lingkungan e Layanan kesehatan

e Mengatur sumber daya milik e Layanan pendidikan
bersama
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Fungsi Menciptakan Pasar dan Kesejahteraan sosial
Mengatasi Kegagalan Pasar

Mengatur Kekuatan pasar:

e Kebijakan persaingan usaha

e Regulasi utilitas publik
Mengatasi informasi yang tidak
sempurna:

e Perlindungan konsumen

¢ Regulasi keuangan

e Keselamatan dan kesehatan

kerja
Aktif Mengoordinasikan aktivitas Redistribusi :
swasta: Redistribusi kekayaan

e Membina pasar

e Menyediakan barang merit

e Mendukung industri atau
perusahaan

Sumber: Bank Dunia (1997)

Berdasarkan tabel 5 tersebut menekankan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah
tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan jenis kebijakan, melainkan juga sangat
bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam berbagai
konteks kebijakan seperti pengelolaan lingkungan, penyampaian layanan publik,
penyediaan layanan pendidikan, transportasi, kesehatan, serta pelaksanaan transfer
pendapatan dan kebijakan bantuan sosial, pilihan instrumen kebijakan dan kualitas
implementasinya menjadi faktor determinan dalam mencapai outcome yang

diharapkan.

Secara konseptual, peran pemerintah dalam ekonomi publik dapat dipahami melalui
tiga fungsi utama yang telah menjadi landasan dalam literatur klasik keuangan
publik, yaitu fungsi alokasi (allocative function), fungsi distribusi (distributive
function), dan fungsi stabilisasi (stabilization function). Ketiga fungsi tersebut
menjadi kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami intervensi

pemerintah guna mencapai kesejahteraan sosial.

2.3.1 Fungsi Alokasi (Allocative Function)
Fungsi Alokasi dalam kerangka Teori Keuangan Publik, sebagaimana
dikemukakan Musgrave & Peacock (1958), merujuk pada peran pemerintah dalam

menyediakan barang dan jasa publik serta mengoreksi berbagai bentuk kegagalan
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pasar. Fungsi ini menjadi relevan terutama dalam konteks penyediaan layanan
pendidikan dan kesehatan, di mana mekanisme pasar cenderung tidak mampu
menghasilkan alokasi yang optimal secara sosial. Sektor swasta pada umumnya
menyediakan layanan berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay) bukan
berdasarkan kebutuhan sosial, padahal kedua sektor tersebut menghasilkan
eksternalitas positif yang luas, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja,
pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara
keseluruhan. Oleh Kkarena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam
mengalokasikan anggaran melalui belanja publik guna memastikan layanan
pendidikan dan kesehatan mencapai tingkat optimal secara sosial.

Dalam konteks penelitian ini belanja pendidikan dan belanja kesehatan merupakan
manifestasi dari fungsi alokasi pemerintah. Belanja pendidikan ditujukan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang tercermin dalam indikator rata-
rata lama sekolah dan harapan sekolah, sementara belanja kesehatan diarahkan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyrakat yang tersermin dalam angka
harapan hidup. Secara teoritis, peningkatan belanja pada kedua sektor tersebut
diharapkan mampu mendorong peningkatan pembangunan manusia melalui
dimensi pendidikan dan kesehatan dalam IPM (Todaro & Smith, 2020). Dengan
demikian, fungsi alokasi pemerintah melalui nstrumen belanja publik menjadi
fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.3.1.1 Belanja Pendidikan

Belanja pendidikan merepresentasikan suatu bentuk komitment fiskal pemerintah
dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat human
capital atu negara. Dalam kerangka teori Human Capital yang dicetuskan Becker
(1964), pendidikan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang berfungsi
meningkatkan kapasitas produktif individu yang pada gilirannya berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, setiap
peningkatan alokasi fiskal pada sektor pendidikan diharapkan dapat memperluas
aksesibilitas pendidikan, meningkatkan mutu proses pembelajaran, serta

memperkuat daya saing tenaga kerja. Namun, efektivitas belanja pendidikan dalam
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mendorong peningkatan IPM sangatditentukan oleh pola dan kualitas

penyerapannya.

Berdasarkan teori efeisiensi publik Barro (1990); Musgrave & Peacock (1967),
pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan
masyarakat apabila dialokasikan pada kegiatan produktif dan efisien. Sebaliknya,
jika proporsi belanja didominasi oleh pengeluaran administratif dan belanja
pegawai, dampaknya terhadap peningkatan kualitas manusia menjadi terbatas.
Sejalan dengan teori tersebut berdasarkan kajian Maharda & Aulia (2020)
menyatakan bahwa di Indonesia, mayoritas belanja pendidikan masih terserap guna
belanja rutin, sehingga beum memberikan kontribusi signifikan terhadap
peningkatan IPM. Lebih lanjut, Dwiputrianti et al (2025) mengkonfirmasi bahwa
besarnya anggaran pendidikan Indonesia terserap pada belanja rutin dan pegawai
serta lemahnya tata kelola fiskal daerah menyebabkan alokasi dana pendidikan
tidak berdampak langsung pada peningkatan IPM, khususnya wilayah dengan
kapasitas kelembagaan yang rendah. Oleh karena itu, denngan berlandaskan teori
Human Capital dan teori pengeluaran publik, disimpulkan bahwa peningkatan
belanja pendidikan hanya akan memberikan dampak positif terhadap IPM apabila
diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan,
serta penerapan reformasi tata kelola fiskal yang berorientasi pada hasil (output-

based spending).

2.3.1.2 Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan merupakan investasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui perbaikan derajat
kesehatan masyarakat. Dalam persepektif teori human capital Becker (1964),
kesehatan dikonseptualkan sebagai modal produktif yang memberikan kontribusi
langsung terhadap peningkatan efisiensi tenaga kerja, kompetitivitas ekonomi dan
kesejahteraan sosial secara agregat. Individu dengan status kesehatan yang baik
memiliki kapasitas kerja yang optimal, tingkat absensi lebih rendah, serta peluang
yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif
(Todaro & Smith, 2020).
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Secara teoritis, Grossman (2017) menjelaskan bahwa kesehatan tidak hanya
berfungsi sebagai barang konsumsi tetapi juga merupakan investasi strategis yang
menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan
belanja kesehatan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup,
menurunkan angka kematian bayi, serta memperkuat kualitas hidup sehingga pada
hakikatnya dapat meningkatkan IPM.

2.3.2 Fungsi Distribusi (Distributive Function)

Fungsi Distribusi dalam kerangka Teori Keuangan Publik, sebagaimana
dikemukakan Musgrave & Peacock (1958), dimaknai sebagai peran pemerintah
dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan perpajakan dan pengeluaran
negara. Landasan utama fungsi ini menekankan bahwa mekanisme pasar secara
alamiah menghasilkan distribusi pendapatan yang timpang, yang ditentukan oleh
struktur kepemilikan faktor produksi, capaian pendidikan, serta akses terhadap
kesempatan ekonomi. Ketika pemerintah tidak melakukan intervensi,
ketidakmerataan yang ditimbulkan oleh sistem pasar cenderung mengalami
akumulasi dan semakin dalam. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, belanja
negara di sektor pendidikan dan kesehatan memegang pernanan penting karena
mampu membuka akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
sehingga kebijakan ini memiliki dampak redistribusi nyata. Dengan demikian,
intervensi negara tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan nilai rata-rata
kesejahteraan penduduk, melainkan menekan disparitas sosial yang muncul. Dalam
konteks pembangunan manusia yang berkelanjutan menuntut adanya distribusi
akses yang merata terhadap layanan pendidikan dan kesehata lintas wilayah. Oleh
karena itu, pelaksanaan fungsi distribusi melalui mekanisme belanja publik
berkontribusi secara langsung tercahap terciptanya pembangunan manusia yang

bersifat inklusif dan berkeadilan.

2.3.3 Fungsi Stabilisasi (Stabilization Function)

Dalam persepektif teori keuangan publik, dikemukakakan Musgrave & Peacock
(1958), fungsi stabilisasi dimaknai sebagai peran pemerintah dalam memelihara
stabilitas perekonomian makro melalui instrumen pengendalian inflasi serta
dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kedua

indikator makroekonomi tersebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan
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manusia. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat, yang
pada akhirnya dapat menghambat akses rumah tangga, terutama golongan
berpendapatan rendah terhadap akses layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh
karena itu, dalam studi ini inflasi ditempatkan sebagai variabel yang mencerminkan
dimensi stabilisasi pemerintah secara teoritis yang berkontribusi terhadap capaian
pembangunan manusia melalui daya beli masyarakat dan kapasitas fiskal negara.

2.3.3.1 Inflasi

Inflasi didefinisifikan sebagai kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum
secara general dan berkesinambungan dalam rentang waktu tertentu. Dalam
kerangka pembangunan, tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan
daya beli masyarakat yang pada hakikatnya mengurangi kapasitas rumah tangga
untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan (Mankiw,
2019). Oleh karena itu, pemeliharaan stabilitas harga menjadi wujud nyata dari
fungsi stabilisasi pemerintah di sektor keuangan publik untuk menjaga stabilitas
harga (Musgrave & Peacock, 1958). Dengan terjaganya inflasi pada level
terkendali, maka keberlanjutan proses pembangunan manusia dapat lebih terjamin.

2.3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan kapasitas produksi suatu wilayah yang
umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam
kerangka teori pembangunan, pertumbuhan ekonomi menyediakan tambahan
sumber daya yang memungkinkan peningkatan di sektor-sektor sosial, seperti
pendidikan, kesehatan serta berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat
(Todaro & Smith, 2020). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi dengan
pembangunan manusia tidak akan terwujud secara optimal apabila tidak disertai

distribusi yang adil dan kebijakan publik yang efektif (Sen, 2017).

2.3.3.3 Keynesian Agregat Demand

Permintaan Agregat (Agregat Demand/AD) merupakan konsep fundamental dalam
analisis makroekonomi, terutama dalam kerangka pemikiran keynesian. AD
merepresentasikan total permintaan ata barang dan jasa dalam suatu perekonomian
pada tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Berdasarkan persepektif
Keynesian, komponen penyusunan AD meliputi: (1) konsumsi rumah tangga (C),
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(2) investasi sektor swasta (I), (3) pengeluaran pemerintah (G), dan neraca
perdagangan (X-M) yang merepresentasikan ekspor neto (Mankiw, 2019). Secara

sistematis, fungsi AD dapat dirumuskan sebagai berikut:
AD=C+1+G + (X-M)

Model Keynesian menegaskan bahwa kerangka waktu jangka pendek, fluktuasi
permintaan agregat berperan sebagai penentu utama tingkat output (produksi
nasional) dan tingkat ketenagakerjaan, sebagai konsekuensi dari adanya rigiditas
harga dan upah (Dornbusch, fischer, 2015). Karakteristik kurva permintaan agregat
dalam model ini menunjukan hubungan negatif antara tingkat harga umum dengan
volume permintaan agregat. Fenomena ini dapatdijelaskan melalui mekanisme
transmisi utama: (1) efek kekayaan riil (real balance effect), (2) efek tingkat bunga
(interest rate effect), dan (3) efek kurs valuta asing (exchange rate effect)

sebagaimana dijelaskan oleh (Blanchard, 2006).

Dalam kaitannya dengan kajian kualitas manusia di Indonesia, berbagai indikator
seperti, pengeluaran telekomunikasi, ketersediaan layanan pendidikan dan
kesehatan, serta inflasi memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen AD,

antara lain:

1. Pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada
peningkatan konsumsi rumah tangga (C) sekaligus berperan sebagai investasi
(1) jangka panjang dalam pembangunan modal manusia (human capital).

2. Tingkat inflasi yang tidak stabil dapat menggerus daya beli masyarakat,
sehingga melemahkan konsumsi (C) dan pada akhirnya berdampak negatif

pada permintaan agregat.

Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor penentu kualitas manusia tidak
hanya relevan dalam konteks pembangunan sosial, tetapi juga memiliki implikasi
terhadap dinamika permintaan agregat yang pada akhirnya memengaruhi
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Integrasi antara pendekatan
pembangunan manusia dan teori makroekonomi ini memberikan landasan teoretis

yang komprehensif dalam memahami hubungan antara peningkatan kualitas
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sumber daya manusia dan stabilitas permintaan agregat perekonomian Indonesia
(Ho, 2022; Oloke et al ., 2022).

Selain itu, dalam kerangka analisis makroekonomi, interaksi dinamis antara inflasi,
pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terefleksikan dalam indikator Produk
Domestik Bruto (PDB) menemukan landasan teoritisnya melalui persepektif kurva
philips. Teori (Phillips, 1958), teori ini menjelaskan adanya trade off jangka pendek
antara inflasi dan pengangguran dimana kenaikan inflasi umumnya diiringi
penurunan tingkat pengangguran dan sebaliknya. Sebaliknya, inflasi yang rendah
sering kali mencerminkan permintaan yang lemah dan pertumbuhan ekonomi yang
lambat, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Dalam kondisi
ini, PDB tumbuh di bawah potensi optimalnya dan berdampak pada terbatasnya
kemampuan negara dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas. Friedman (1968) dan Phelps (1967) menyempurnakan pandangan ini
dengan menekankan bahwa inflasi yang berlebihan dapat menjadi indikator lesunya
permintaan domestik dan stagnasi ekonomi, berpotensi menciptakan kondisi

suboptimal bagi pertumbuhan PDB.

Implikasi humanis dari dinamika ini menjadi semakin relevan dikaitkan dengan
pembangunan manusia. Pertumbuhan PDB yang tinggi namun tidak inklusif
seringkali gagal mentransformasikan kemakmuran ekonomi menjadi peningkatan
kualitas hidup yang merata. Tanpa distribusi manfaat pembangunan yang adil,
akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan berkualitas dan kesehatan
komprehensif tetap menjadi privilage bagi segmen masyarakattertentu,sehingga
mengahambat percepatan peningkatann IPM. Fenomena rendah inflasi sebesar
1.57% di Indonesia pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024) patut menjadi
perhatian, karena dapat mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat dan
membatasi kapasitas fiskal pemerintah dalam mendanai program-program esensial.
Dengan demikian, teori kurva philips dalam hubungannya dengan dinamika PDB
dan pengangguran memberikan kerangka yang penting untuk memahami
bagaimana kondisi makroekonomi dapat mempengaruhi pembangunan manusia

secara luas.
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2.4 Teori Human Capital

Penelitian ini menggunakan Teori Modal Manusia ( Human Capital Theory) yang
digagas oleh Becker (1964) sebagai landasan teoritis utama. Teori ini menegaskan
bahwa pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kesehatan merupakan bentuk
investasi strategis pada tingkat individu yang berkontribusi signifikan terhadap
peningkatan kapasitas produktif dan pertumbuhan pendapatan dalam persepektif
jangka panjang. Sebagaimana dikemukakan oleh (Becker, 1964), modal manusia
merepresantasikan bentuk kapital yang paling esensial dalam pembangunan
ekonomi karena kemampuannya untuk menghasilkan return ekonomi berupa
peningkatan produktivitas dan akumulasi pendapatan.

Becker (1964) menekankan bahwa alokasi sumber daya untuk pendidikan dan
pengembangan kompetensi tidak boleh dipandang sebagai consumptive
expenditure emata, melainkan sebagai investasi produktif yang berdampak sistemik
terhadap pembangunan ekonomi secara holistik. Dalam kerangka pembangunan
manusia, penguatan modal manusia melalui pendidikan formal, pelatihan vokasi,
dan layanan kesehatan tidak hanya bermanfaat pada tingkat mikro (individu), tetapi
juga menciptakan eksternalitas positif (positive externalities) bagi pembangunan
ekonomi nasional. Dengan demikian, pendekatan pembangunan berbasis modal
manusia menjadi signifikan dalam menganalisis keterkaitan antar kualitas sumber
daya manusia dan kinerja pembangunan, terutama dalam konteks disparitas wilayah

antara kawasan metropolitan dan daerah tertinggal (luliana-Claudia, 2019).

2.5 Teori Daya Beli (Purchasing Power) dan Kapasitas Fiskal dalam
Persepektif Inflasi

Dalam kerangka Teori Keuangan Publik, stabilitas harga merupakan salah satu

aspek penting dalam fungsi stabilisasi pemerintah, karena berkaitan erat dengan

kesejahteraan masyarakat serta efektivitas kebijakan fiskal (Musgrave & Peacock,

1958). Inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu keseimbangan ekonomi,

baik dari sisi rumah tangga maupun pemerintah.

Berdasarkan perspektif keynesian, kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh
kemampuan konsumsi yang bergantung pada pendapatan riil. Keynes (1936)
menyatakan bahwa konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan riil, sehinga

peningkatan harga akibat inflasi akan menurunkan nilai riil pendapatan dan
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selanjutnya mengurangi konsumsi masyarakat. penurunan konsumsi ini
mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, yang berdampak pada
berkurangnya kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar,

termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Selain berdampak pada sektor rumah tangga, inflasi juga mempengaruhi kapasitas
fiskal pemerintah. Tanzi (1977) menjelaskan bahwa inflasi dapat menurunkan nilai
riill pemerintah negara akibat adanya jeda waktu dalam pemungutan pajak
(collection lag), sehingga mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai
pengeluaran publik. dalam konteks ini, inflasi berpotensi menurunkan efektivitas
kebijakan fiskal, khususnya dalam hal alokasi belanja di sektor pendidikan dan

kesehatan.

Dalam perspektif Teori Keuangan Publik (Publik Finance), kondisi tersebut dapat
menghambat pelaksanaan fungsi alokasi dan distribusi pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika daya beli masyarakat menurun dan
kapasitas fiskal pemerintah melemah, akses terhadap layanan pendidikan dan
kesehatan menjadi terbatas. Dengan demikian, secara teoritis infilasi memiliki
potensi untuk mempengaruhi pembangunan manusia melalui dua jalur utama, yaitu
penurunan daya beli masyarakat dan penurunan kapasitas fiskal pemerintah. Kedua
mekanisme tersebut pada akhirnya berdampak pada terbatasnya akses terhadap
layanan dasar yang merupakan komponen utama dalam IPM.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari tinjauan literatur, berikut disajikan tabel penelitian terdahulu
yang relevan dengan topik kajian ini. Tabel ini memuat mengenai ringkasan
metodologi serta hasil temuan studi sebelumnya, yang secara kolektif membentuk
fondasi epistemologis bagi studi ini. Melalui analisis komperatif terhadap berbagai
temuan ilmiah yang telah ada, penelitian ini berupaya mengidentifikasi celah
pengetahuan (knowledge gap) yang sekaligus menegaskan nilai orisinalitas dan

signifikasi dari kajian yang dilakukan.
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Penulis dan Tahun

Judul Penelitian

Metodologi

Hasil Temuan

Banik et al (2023)

Healthcare
expenditure, good
governance and
human development

Model panel data
GMM pada negara-
negara berkembang

Belanja kesehatan
terbukti berpengaruh
positif terhadap IPM
dengan didukung
oleh good
governance.
Sebaliknya, apabila
good governance
lemah disertai
tekanan inflasi tinggi,
maka efektivitas
belanja kesehatan
dalam meningkatkan
IPM menjadi lemah.

Balighoh & Tsani
(2025)

Analisis Determinan
IPM di Jawa Tengah
2014-2022 dengan
system GMM

System GMM pada
35 kabupaten/kota

TPAK, PDRB
perkapita, dan belanja
kesehatan signifikan
positif terhadap IPM.

Jatmiko Wahyu
Nugroho et al (2024)

Determinan of
Eastern Indonesia’s
Human Development
Index

Regresi data panel

Belanja kesehatan
dan pendidikan
berpengaruh positif
namun tidak
signifikan terhadap
IPM di Indonesia
Timur.

Verawaty et al
(2021)

Determinants of
human development
index in Indonesia

Regresi linier
berganda

Belanja pendidikan,
kesehatan, dan
bantuan sosial
berkontribusi secara
simultan terhadap
IPM.

Runtunuwu (2020)

Analysis of
Macroeconomic
Indicator and it’s
Effect on Human
Development Index
(HDI)

Regresi Linier
berganda

Inflasi memiliki
dampak negatif
namun tidak
signifikan terhadap
IPM di Kota Ternate.
Sementara itu,
pendapatan per kapita
dan pengangguran
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
IPM.
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Penulis dan Tahun Judul Penelitian Metodologi Hasil Temuan
Andiny & Sari 2018)  Analisis Pengaruh Regresi linier Pengeluaran
Pengeluaran berganda pemerintah sektor

Pemerintah Sektor
Pendidikan dan
Kesehatan terhadap
Indeks Pembangunan
Manusia di Kota
Langsa

pendidikan dan
kesehatan secara
parsial maupun
simultan berpengaruh
positif signifikan
terhadap IPM Kota

Langsa.
Yolanda (2017) Analysis of Factors Regresi Berganda Model 1: Hasil
Affecting Inflation penelitian ini

and its Impact on
Human Development
Index and Poverty in
Indonesia

menunjukkan bahwa
secara simultan
terdapat pengaruh
variabel Bl Rate,
Nilai Tukar Mata
Uang Asing, Uang
Beredar, harga
minyak dan harga
emas terhadap tingkat
inflasi di Indonesia.
Hasil penelitian juga
menunjukkan
variabel Bl rate,
jumlah uang beredar,
harga minyak dan
harga emas
berpengaruh secara
parsial terhadap
tingkat inflasi secara
positif dan signifikan,
sedangkan variabel
nilai tukar tidak
berpengaruh terhadap
tingkat inflasi.

Model 2: inflasi
terhadap IPM
signifikan dan positif
dan model 3: Inflasi
terhadap kemiskinan
signifikan dan positif.
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Penulis dan Tahun

Judul Penelitian

Metodologi

Hasil Temuan

Muslihatiningsih et al
. (2023)

Does Goverment
Spending Effect
Human Development
Index in east Java
Province

Panel Data FEM,
pada 11 Kabupaten
Tanun 2017-2021

Belanja pendidikan
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap IPM;
Belanja kesehatan
berpengaruh positif
terhadap IPM;
Infrastruktur
berpengaruh negatif
terhadap IPM.

Ranis et al (2000)

Economic Growth
and Human
Development

Analisis cross-
country & regresi
empiris

Terdapat hubungan
dua arah antara
pertumbuhan
ekonomi dan
pembangunan
manusia. Keduanya
dapat menciptakan
siklus positif
(virtuous cycle) atau
negatif (vicious
cycle).

Maulina & Andriyani
(2020)

Pengaruh
Pengeluaran
Pemerintah Sektor
Pendidikan,
Kesehatan dan TPAK
terhadap IPM di
Indonesia.

Time Series 2005-
2019; Regresi Linier
Berganda

pengeluaran
pemerintah pada
sektor pendidikan
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap indeks
pembangunan
manusia di Indonesia,
pengeluaran
pemerintah pada
sektor kesehatan
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap indeks
pembangunan
manusia di Indonesia,
dan tingkat partisipasi
tenaga kerja
berpengaruh positif
namun tidak
signifikan terhadap
indeks pembangunan
manusia di Indonesia
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Penulis dan Tahun

Judul Penelitian Metodologi

Hasil Temuan

Syahputra (2023)

The impact of
education , social ,
and healthcare
expenditures on the
human development
index ( HDI') in
bireuen regency

Regresi Kuantitatif,
Kabupaten

pengeluaran
pendidikan
mempunyai dampak
negatif yang
signifikan terhadap
IPM, yang
menunjukkan
perlunya peningkatan
alokasi dan
pemanfaatan dana di
sektor pendidikan.
Namun belanja sosial
tidak menunjukkan
dampak positif yang
signifikan terhadap
IPM, sehingga
menunjukkan
perlunya peningkatan
kebijakan dan
program dalam
bidang ini.
Sebaliknya,
pengeluaran layanan
kesehatan
menunjukkan
pengaruh positif yang
signifikan terhadap
HDI, sehingga
menekankan
pentingnya
mengalokasikan
sumber daya yang
memadai untuk
layanan kesehatan.
Ketika
mempertimbangkan
pengeluaran ini
secara kolektif,
terlihat adanya
dampak positif yang
signifikan terhadap
HDI, yang
menekankan
pentingnya
pendekatan
komprehensif
terhadap alokasi
sumber daya.
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2.7 Kerangka Berfikir

Pembangunan manusia merupakan proses peningkatan kualitas masyarakat yang
diukur melalui IPM, yang merepresentasikan tigas aspek fundamental, yaitu
pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga perkembangannya
dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan fiskal. Di satu sisi, belanja
pendidikan berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses, peningkatan
mutu, dan pemerataan layanan pendidikan. Di sisi lain, belanja kesehatan memiliki
peran krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, angka harapan
hidup, dan produktivitas tenaga kerja. Namun, efektivitas kedua instrumen fiskal
tersebut sangat bergantung pada tata kelola, efisiensi alokasi anggaran serta

karakteristik struktural masing-masing wilayah.

Secara simultan, kondisi makroekonomi turut memengaruhi dinamika
pembangunan manusia. Inflasi yang terkendali berpotensi menjaga kesejahteraan
dan akses terhadap kebutuhan dasar, sedangkan inflasi yang tinggi dapat
menurunkan kualitas hidup. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan, yang
dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah, serta

memperluas penyediaan layanan publik.

Berdasarkan kerangka ini, penelitian ini berargumen bahwa belanja pendidikan,
belanja kesehatan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi membentuk determinan
penting bagi peningkatan IPM, dengan efektivitas yang sangat ditentukan oleh
kapasitas kelembagaan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta tingkat
perkembangan setiap wilayah.
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Belanja Pendidikan

Belanja Kesehatan

IPM

Inflasi

Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 2 Kerangka Berfikir

2.8 Hipotesis
Berdasarkan teori dan penelitian empiris, maka dapat dikemukakan

hipotesis penelitian sebagai berikut

H1 : Diduga Belanja Pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap IPM
di Indonesia.

H2 : Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di
Indonesia.

H3 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia

H4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

IPM di Indonesia.



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif inferensial dengan menggunakan
data sekunder berbentuk panel yang bersumber dari lembaga-lembaga terkait.
Penggunaan data panel memberikan keunggulan metadologis berupa kemampuan
untuk menganalisis dinamika pebrubahan variabel secara temporal (time series)
sekaligus memungkinkan komperasi antardaerah (cross section). Rentang waktu
penelitian mencakup periode 2016-2023 dengan cakupan seluruh 31 provinsi di
Indonesia. Sumber data utama penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik

(BPS), dan Kementrian Keuangan,

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Sumber Data

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini merupakan kerangka konseptual
yang secara komprehensif menjelaskan parameter-parameter kunci beserta dimensi
pengukurannya. Setiap variabel dirumuskan dengan presisi untuk memastikan
validitas konseptual dan reliabilitas operasional dalam proses analisis. Berikut

adalah definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini:



Tabel 7. Definisi Operasional
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Variabel Simbol Jenis Definisi Sumber
Variabel
Kualitas Manusia IPM Variabel Indeks Pembangunan BPS
Terikat Manusia,
(0-100)
Belanja Pendidikan ~ BPEND Variabel Realisasi Belanja Kemenkeu
bebas Pendidikan (milyar)
Belanja Kesehatan BKES Variabel Realisasi Belanja Kemenkeu
bebas Kesehatan (milyar)
Pertumbuhan PE Variabel Persen BPS
Ekonomi bebas
Inflasi INF Variabel Persen BPS/Bank
bebas Indonesia

3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran komposit yang
dirancang untuk menilai kemajuan pembangunan manusia dengan merujuk pada
tiga dimensi fundamental, yakni derajat kesehatan, tingkat pendidikan, serta standar
hidup layak. Instrumen ini pertama kali dikemukakan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 sebagai respon keterbatasan

indikator pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2020).

Dalam penelitian ini, IPM dioprasionalkan melalui data nilai IPM tingkat provinsi
yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan
IPM oleh BPS mengacu pada empat komponen utama, yaitu Rata-rata Lama
Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), serta
pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan. IPM sendiri telah dinyatakan
dalam rentang skala 0 hingga 100, di mana nilai yang semakin tinggi mencerminkan
capaian pembangunan manusia yang semakin baik di suatu wilayah (BPS, 2024a;
UNDP, 2020).
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3.2.2 Belanja Pendidikan

Belanja Pendidikan didefiniskan sebagai pengeluaran yang dialokasika oleh
pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pendidikan dalam
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka teori keuangan publik,
belanja pendidikan merupakan perwujudan dari fungsi alokasi pemerintah dalam
menyediakan barang publik yang memiliki eksternalitas positif (Musgrave &
Peacock, 1958). Dalam penelitian ini, variabel belanja pendidikan pada tingkat
provinsi yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah. Data tersebut bersumber dari
laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan secara resmi oleh

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan.

Cakupan belanja pendidikan meliputi berbagai komponen, antara lain
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, penggajian tenaga
pendidik, pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, serta penyediaan
dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan. Secara teoretis,
peningkatan alokasi belanja pendidikan diharapkan mampu mendorong perbaikan
kualitas dan perluasan akses pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi

terhadap peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.3 Belanja Kesehatan

Belanja Kesehatan didefiniskan sebagai pengeluaran yang dialokasikan oleh
pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pendidikan dalam
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka teori
keuangan publik, belanja kesehatan merepresentasikan perpaduan antara fungsi
alokasi dan fungsi distribusi, mengingat sektor kesehatan menghasilkan
eksternalitas positif sekaligus mempunyai dampak redistributif yang signifikan
terhadap masyarakat (Abelson, 2012). Dalam penelitian ini, variabel belanja
pendidikan pada tingkat provinsi yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah. Data
tersebut bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan
secara resmi oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian

Keuangan.
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Cakupan belanja kesehatan mencakup berbagai komponen, antara lain
pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur fasilitas kesehatan, pengadaan
peralatan kesehatan, pelaksanaan program-program kesehatan masyarakat, serta
pembiayaan penyelenggaraan layanan kesehatan dasar. Secara teoritis, peningkatan
alokasi belanja kesehatan diharapkan mampu mendorong perbaikan derajat
kesehatan masyarakat, yang merupakan indikator peningkatan angka harapan hidup

sebagai komponen utama IPM.

3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu perekonomian
dalam memproduksi barang dan jasa, yang tercermin melalui kenaikan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) riil secara berkelenjutan datu periode ke periode
berikutnya (Todaro & Smith, 2020). Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan
ekonomi dioperasionalisasikan melalui laju pertumbuhan tahunan PDRB atas dasar
harga konstan pada tingkat provinsi, dengan satuan persen (%). Data tersebut
diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Secara teoretis,
peningkatan pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan
masyarakat serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, yang pada akhirnya
mendukung percepatan pencapaian pembangunan manusia melalui perluasan akses

dan peningkatan kualitas layanan publik.

3.2.5 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung
secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Dalam persepektif teori
makroekonomi, tingkat inflasi yang tinggi berpotensi menurunkan daya beli
masyarakat, yang pada hakikatnya dapat membatasi akses rumah tangga terhadap

kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan (Mankiw, 2019).

Dalam penelitian ini, variabel inflasi dioperasionalisasikan melalui persentase
perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan pada tingkat provinsi, dengan
mengacu pada data yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS). Satuan pengukuran yang digunakan adalah persen (%), di mana semakin

tinggi nilai inflasi mencerminkan semakin besar tekanan penurunan daya beli
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masyarakat. Secara teoretis, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak
negatif terhadap capaian pembangunan manusia di suatu wilayah.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM)
dalam analisis data panel untuk mengatasi masalah endogenitas dan heterokedasitas
sekaligus menangkap dinamika temporal dimana variabel Dependen (IPM)
dipengaruhi oleh nilai masa lalunya (IPMt1) (Arellano & Bond, 1991). Pendekatan
System GMM (Blundell & Bond, 1998) diterapkan dengan menggabungkan
persamaan dalam bentuk level dan first difference untuk menghasilkan estimasi
yang konsisten, didukung oleh uji validitas instrumen (Hansen test) dan

autokorelasi (Arellano Bond test) menggunakan stata (Balighoh & Tsani, 2025).
Fungsi Persamaan yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu

IPMit = f (IPMit1, BPENDit, BKES i, INF 1, PE 1)
Model penelitian ini kemudian dirumuskan ulang dengan spesifikasi berikut;

IPMit = o IPMit.1 + 1 BPEND:i: + 2 BKES): + 3 INFit + f4 PEit + eit

Keterangan :
IPM¢ = Indeks Pembangunan Manusia tahun t
IPMi t-1 = Indeks Pembangunan Manusia pada tahun sebelumnya
BPEND = Belanja Pendidikan (Milyar)
BKES = Belanja Kesehatan (Milyar)
INFit = Tingkat Inflasi (Persen)
PE = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
i = Jumlah data cross section
t = Jumlah data time series
Bo = Konstanta

B1—Ps = Koefisien Regresi
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Eit = Eror Term

3.4 ldentifikasi Pemasalahan Endogenitas dan Pemilihan Model Estimasi

Dalam analisis data panel, salah satu isu metodologis yang fundamental adalah
potensi endogenitas, yaitu suatu kondisi ketika variabel independen berkorelasi
dengan eror term dalam model regresi. Jika permasalahan ini tidak diatasi dengan
pendekatan yang tepat, estimator yang dihasilkan akan bersifat bias dan inkonsisten
(Wooldridge, 2010). Dalam konteks kajian ini, potensi endogenitas bersumber
setidaknya dari dua faktor utama, yakni hubungan timbal balik (reserse causality)
antara belanja publik, pertumbuhan ekonomi dan IPM, serta dimasukannya variabel

dependen lag ke dalam model.

Secara konseptual, variabel belanja pendidikan dan kesehatan tidak dapat
sepenuhnya sebagai variabel eksogen. Daerah dengan capaian IPM yang lebih
tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik serta menghadapi
tekanan politik yang lebih besar untuk mempertahankan atau meningkatkan alokasi
anggaran pada sektor sosial. Kondisi ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya
hubungan simultan antara IPM dan belanja publik, sehingga variabel belanja
pendidikan dan belanja kesehatan berpotensi berkorelasi dengan eror term. Dalam
situasi demikian, penerapan metode statis seperti Ordinary Least Squares (OLS),
Common Effect Model (CEM), Random Effect Model (REM) berpotensi
menghasilkan estimasi yang tidak konsisten (Gujarati, D. N., & Porter, 2013). Lebih
lanjut, model penelitian ini juga mengikutsertakan lag dari variabel IPM sebagai
salah satu variabel penjelas. Keberadaan variabel dependen terlag dalam model
panel dengan dimensi waktu yang relatif pendek (small T) dapat menimbulkan
fenomena dynamic panel bias. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan lag variabel
dependen untuk berkorelasi dengan efek individu yang tidak terobservasi (Arellano
& Bond, 1991, Baltagi, 2005; Wooldridge, 2010) menegaskan bahwa dalam kondisi
tersebut, estimator Fixed Effect sekalipun tidak lagi mampu menghasilkan estimasi
yang sepenuhnya konsisten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini
mengadopsi pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) dalam kerangka
dynamic panel data. Estimator Difference GMM yang diperkenalkan Arellano &
Bond (1991) dengan mentransformasi model kedalam bentuk first difference untuk
menghilangkan efek individual yang tidak teramati, serta memanfaatkan lag
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sebagai instrumen internal. Meskipun demikian, Bond & Temple (2001)
mengemukakan bahwa difference GMM rentan terhadap finite sample bias,
terutama ketika jumlah periode relatif kecil dan variabel bersifat higly persisten,

yang mengakibatkan terjadinya weak instrumen.

Sebagai alternatif yang lebih efisien, penelitian ini menggunakan estimasi SYS
GMM vyang dikembangkan oleh Blundell & Bond (1998); Roodman (2009a),
System GMM mengintegrasikan variasi data baik dalam bentuk level maupun first
difference secara simultan, sehingga mampu memberikan estimasi yang lebih stabil
dan efisien, khususnya pada struktur data panel dengan dimensi waktu yang relatif
pendek (small T) dan jumlah unit individu yang lebih besar (large N). Selain itu,
penerapan estimator twostep dengan robust standar eror dilakukan untuk
meningkatkan efisiensi serta mengoreksi potensi heterokedasitas (Roodman,
2009a). Validitas instrumen dalam model GMM diuji melalui Hansen test of
overidentifying restrictions dan uji Arellano Bond untuk mendeteksi autokorelasi
orde pertama dan kedua. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa
instrumen yang digunakan bersifat valid dan tidak berkorelasi dengan eror term.
Berdasarkan pertimbangan teoritis serta Kkarateristik data yang dianalisis,
pendekatan Sys GMM ditetapkan sebagai metode estimasi utama dalam penelitian
ini guna memperoleh parameter yang konsisten dan efisien dalam mengkaji

determinan pembangunan manusia di tingkat provinsi.

3.5 Uji Stasioner Data

Sebelum melakukan estimasi model panel, perlu dilakukan pengujian stasioneritas
data untuk memastikan bahwa seluruh variabel yang digunakan tidak mengandung
akar unit (unit root). Keberadaan akar unit dalam data dapat menyebabkan
terjadinya regresi semu (spurious regression), yaitu hubungan statistik yang tampak
signifikan secara formal namun tidak memiliki interpretasi ekonometrika yang
valid (Gujarati, D. N., & Porter, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan
beberapa metode pengujian akar unit panel )panel unit roost test) untuk menguji

sifat stasioneritas masing-masing variabel.

a. Uji Harris Tzavalis (HT)
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Uji HT merupakan metode pengujian akar unit panel yang dirancang khusus
untuk data panel dengan dimensi waktu yang relatif pendek (small T) dan
jumlah unit cross section besar (large N). Metode ini menguji hipotesis nol
bahwa seluruh panel menganndung akar unit (tidak stasioner) terhadap
hipotesis alternatif bahwa data bersifat stasioner. Keunggulan uji HT
terletak pada kemampuannya memberikan hasil yang lebih reliabel pada
data penel dengan periode terbatas (Baltagi, 2005; Harris & Tzavalis, 1999).
Dengan demikian, dalam penelitian ini uji HT digunakan sebagai acuan
utama dalam menentukan stasioneritas data.

Uji Levin Lin Chu (LLC)

Uji LLC merupakah metode pengujian akar unit yang mengasumsikan
bahwa setiap unit cross section memiliki parameter autoregresif yang sama.
Metode ini menguji hipotesis nol bahwa seluruh panel mengandung akar
unit, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa seluruh panel
bersifat stasioener. Uji LLC banyak digunakan dalam analisis data panel
karena memiliki kekuatan statistik yang tinggi ketika asumsi homogenitas
antar unit dapat dipenuhi.

Uji Breitung

Uji Breitung merupakan pengembangan dari uji LLC yang bertujuan
meningkatkan efisiensi pengujian akar unit pada data panel. Metode ini
menghilangkan komponen bias yang kerap muncul dalam pengujian unit
root panel konvensional melalui transformasi data sebelum dilakukan
estimasi. Dengan demikian, uji Breitung dinilai mampu menghasilkan hasil
pengujian yang lebih stabil dalam mendeteksi keberadaan akar unit pada
data panel (Breitung, 1999).

Uji Im Pesaran Shin

Uji Im—Pesaran-Shin (IPS) merupakan metode pengujian akar unit panel
yang mengakomodasi adanya heterogenitas parameter autoregresif antar
unit cross-section. Berbeda dengan uji LLC yang mengasumsikan
parameter yang sama untuk seluruh panel, uji IPS memungkinkan setiap
unit panel memiliki karakteristik dinamika yang berbeda. Hipotesis nol

dalam uji IPS menyatakan bahwa seluruh panel mengandung akar unit,
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sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa setidaknya sebagian
panel bersifat stasioner (So et al ., 2003).

e. Uji Fisher Type
Uji Fisher Type erupakan metode pengujian akar unit panel yang
mengombinasikan nilai probabilitas dari uji unit root individua
menggunakan pendekatan statistik fisher. Metode ini umumnya diterapkan
dengan menguji Augmented Dickey Fuller (ADF) atau Phillips Perror (PP)
pada masing masing unit panel, kemudian menggabungkan hasilnya untuk
memperoleh kesimpulan secara keseluruhan. Keunggulan metode ini
terletak pada fleksibilitasnya dalam mengakomodasi heterogenitas antar
unit panel (Maddala & A wu, 1999).

f.  Uji Hadri
Berbeda dengan pengujian akar unit lainnya, uji Hadri menggunakan
hipotesis yang berkebalikan. Dalam uji ini, hipotesis nol menyatakan bahwa
data bersifat stasioner, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa
data mengandung akar unit. Uji Hadri digunakan sebagai pelengkap dalam
analisis stasioneritas guna memberikan konfirmasi tambahan mengenai sifat

data yang digunakan dalam penelitian.

3.6 Generalized Method of Moments (GMM)

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Generalized
Method of Moments (GMM) untuk mengatasi masalah endogenitas, dimana variabel
independen berkorelasi dengan eror term sehingga menyebabkan estimasi tidak
konsisten. GMM dipilih karena kemampuannya memanfaatkan instrumen internal
guna menangani heterogenitas tak teramati, simultanitas, dan endogenitas,
menghasilkan estimasi yang efisien dan tidak bias dalam persamaan first-difference
maupun level (Balighoh & Tsani, 2025).

Metode statis seperti Ordinary Least Squares (OLS) dan Fixed Effect (FE) memiliki
kelemahan dalam menangani endogenitas. OLS cenderung bias keatas akibat
pelanggaran asumsi eksogenitas, sementara FE berpotensi bias kebawah jika
variabel lag dependen tidak dimodelkan dengan tepat. Keduanya juga kurang
mampu menangkap dinamika jangka pendek dalam analisis pembangunan manusia
(Setyowati et al ., 2024).
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Sebagai solusi metadologis, pendekatan System Generalized Method of Moments
(SYS-GMM) dinamis diterapkan untuk mengatasi persoalan endogenitas yang
berpotensi muncul dalam model data panel. Hal ini sejalan dengan penelitian
Balighoh & Tsani (2025); Banik et al (2023) yang menggunakan pendekatan
dynamic panel data dengan metode SYS-GMM. Hasil estimasi SYS-GMM
menunjukan keandalan yang lebih tinggi dalam menjelaskan dinamika

pembangunan manusia dibandingkan dengan metode data konvensional.

3.7 Uji Diagnosa

Sebelum melakukan proses estimasi utama, dilakukan serangkaian uji diagnostik
untuk memastikan bahwa data panel yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi
dasar regresi yang diperlukan. Uji-uji tersebut meliputi uji normalitas,
multikolinearitas, heterokedasitas, dan autokorelasi. Pelaksanaan uji diagnostik ini
berfungsi ganda: secara teknis untuk memverifikasi kelayakan asumsi model, dan
secara substansial untuk memastikan temuan penelitian benar benar merefleksikan
realitas pembangunan manusia (Sen, 2017). Ketika uji diagnostik mengindikasikan
pelanggaran berat asumsi klasik seperti endogenitas, penggunaan GMM menjadi
pilihan metadologis yang tepat karena kemampuannya menghasilkan estimasi
konsisten meskipun dalam kondisi data yang kompleks (Arellano & Bond, 1991).

Berikut beberapa uji diagnosa yang harus dilakukan:

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam analisis data panel berperan penting untuk memverifikasi
asumsi distribusi normal dari variabel variabel penelitian. Salah satu metode yang
umum digunakan adalah pendekatan skewness-kurtosis, yang mengukur dua
karakteristik distribusi. Sebagaimana diterapkan dalam studi (Ananta et al ., 2023),
kriteria normalitas terpenuhi ketika nilai skewness berada dalam rentang -2 hingga
+2 dan nilai kurtosis mencapai minimal 2. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi
bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria ini, sehingga memvalidasi asumsi
normalitas data.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi sebagai prosedur diagnostik dalam analisis regresi
untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel
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independen. Masalah ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi
parameter regresi, meningkatkan variabel dari koefisien yang diestimasi, dan pada
akhirnya mengurangi akurasi model secara keseluruhan. Salah satu metode yang
paling umum digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah melalui nilai
matriks korelasi yang lebih besar dari 0,8 dapat mengindikasikan adanya masalah
multikolinearitas dalam model.

Ho : Tidak terdapat multikolinearitas (corelation matrix < 10)

Ha : Terdapat multikolinearitas (corelation matrix > 10)

3.7.3 Uji Heterokedasitas

Pengujian heteroskedasitas bertujuan untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan
varian residual dalam model regresi. Metode yang diterapkan yaitu, Breusch-Pagan
dengan kriteria keputusan bahwa jika nilai signifikansi yang melebihi 0,05, maka
model tersebut dinyatakan terbebas dari heterokedasitas. Sebaliknya, jika nilai
signifikansi < 0,05 maka terdapat indikasi heterokedasitas dalam model (Gujarati,
D. N., & Porter, 2013; Wooldridge, 2010).

3.7.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi keberadaan korelasi antara nilai
residual pada periode t dengan residua perode sebelumnya (t-1) dalam model
regresi linier. Autokorelasi menunjukan ketergantungan antarobservasi, sehingga

residual tidak independen. Hipotesis yang diuji antara lain:

Ho : Tidak terdapat autokorelasi (Probabilitas F > 0,05)
Ha : Terdapat autokorelasi (Probabilitas F < 0,05)

Jika Probabilitas F > 0,05, maka Ho tidak ditolak yang mengindikasikan tidak
adanya autokorelasi. Sebaliknya, jika Probabilitas F < 0,05, maka Ho ditolak dan

model dianggap mengandung autokorelasi.

3.8 Uji Validitas Instrumen

Dalam estimasi model panel dinamis Generalized Method of Moments (GMM),
instrumen digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas yang mungkin muncul
akibat adanya korelasi antara variabel penjelas dan komponen eror. Namun,agar

estimasi yang dihasilkan tetap valid, penting untuk memastikan bahwa instrumen
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yang digunakan adalah valid, tidak berkorelasi dengan eror term yang bersifat
eksogen. Untuk menguji validitas instrumen tersebut digunakan pengujian utama,

yaitu uji sargan, hansen J-test.

3.8.1 Uji Sargan dan Uji Hansen

Uji sargan merupakan prosedur statistik fundamental untuk menguji validitas
instrumen dalam kerangka Generalized Method of Moments (GMM), khususnya
dalam situasi overidentifikasi ketika jumlah instrumen melebihi jumlah variabel
endogen. Esensi pengujian ini terletak pada evaluasi eksogenitas instrumen dengan
menguji hipotesis nol bahwa seluruh instrumen tidak berkorelasi dengan eror term
(Wooldridge, 2010). Namun, uji ini memiliki keterbatasan signifikan terutama
sensitivitasnya terhadap heterokesdasitas yang membuatnya hanya tepat untuk on
step GMM.

Sebagai pengembangan metodologis, Uji  Hansesn (Hansen J-test)
merepresentasikan pengambangan metodologis lebih robust dibandingkan uji
sargan, khususnya dalam konteks two-step GMM yang menghadapi masalah
heterokesdasitas (Roodman, 2009). Dalam uji hansen memberikan dua keunggulan
utama (1) meningkatkan reliabilitas instrumen melalui pendekatan yang robust
terhadap heterokesdasitas, dan (2) menyederhanakan prosedur analitik dengan
mengeleminasi ketidakpastian yang melekat pada uji sargan. Pendekatan ini
konsisten dengan rekomendasi dari (Arellano & Bond, 1991; Roodman, 2009a)
yang menegaskan superioritas uji hansen dalam kerangka GMM, khususnya dalam
konteks analisis pembangunan dimana kompleksitas data seringkali menuntut

metode validiasi yang lebih ketat dan komprehensif.

3.8.2 Uji Arellano Bond

Uji Arellano-Bond merupakan prosedur statistik yang dirancang untuk mendeteksi
adanya autokorelasi dalam model panel dinamis yang diestimasi menggunakan
Generalized Method of Moments (GMM). Uji ini secara spesifik menganalisis
autokorelasi serial pada residual yang telah ditransformasi dalam bentuk first-
difference (diferensial pertama). Terdapat dua tingkatan pengujian yang umum
dilakukan, yaitu AR(1) dan AR (2). Hipotesis nol dalam uji ini menyatakan bahwa
tidak terdapt autokorelasi serial pada residual. Secara praktis hasil AR(1) sering kali
signifikan karena karakteristik inherent dari transformasi first-diffference,
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sementara AR(2) diharapkan tidak signifikan. Apabila nilai p-value dari AR(2)
lebih besar dari 0,05 dapat disimmpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada tingkat
dua, sehingga model GMM vyang digunakan dianggap valid dan layak untuk
dijadikan dasr dalam penarikan kesimpulan (Arellano & Bond, 1991).

3.9 Uji Hipotesis
Uji hipotesis merupakan prosedur statistik yang penting dalam penelitian kuantitatif

untuk menguiji signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.

3.9.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji-z)

Uji signifikasi parsial (uji-z) merupakan alat statistik yang digunakan untuk
menguji signifikasi parameter dalam regresi, khususnya ketika ukuran sampel besar
dan estimasi parameter didasarkan pada prinsip teorema limit pusat, yang
menyatakan bahwa distribusi dari estimasi parameter akan mendekati normal
seiring dengan bertambahnya jumlah observasi (Gujarati, D. N., & Porter, 2013).

Keputusan pengujian didaarkan pada probablititas (p-value) yang dihasilkan dari

uji.
Hipotesis 1
e HO: : Bl = 0, Belanja Pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM di
Indonesia.
e Ha:: Bl # 0, Belanja Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM
di Indonesia.
Hipotesis 2
e HO: : B2 = 0, Belanja Kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM di
Indonesia.
e Ha: : B2 > 0, Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap IPM di Indonesia.
Hipotesis 3

e HO:: B3 =0, Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di Indonesia.

e Ha:: B3 < 0, Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap IPM di Indonesia.
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Hipotesis 4

e HO: : p4 = 0, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM di
Indonesia.

e Ha: : B5 > 0, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap IPM di Indonesia.

3.9.2 Uji Signifikansi Simultan
Uji Wald digunakan untuk menguji pengaruh gabungan seluruh variabel
independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model panel
dinamis. Menurut Arellano & Bond (1991), hipotesis yang diuji dalam uji wald
adalah sebagai berikut:
e HO: Tidak terdapat hubungan dalam model.
e Ha: Terdapat hubungan dalam model.
Kriteria pengambilan keputusan Uji Wald didasarkan nilai probabilitas. Apabila
probabilitas kurang dari < 0,005 maka HO ditolak dan Ha diterima, yang
mengindikaskan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap model. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih dari >
0,005 maka HO diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel independen secara

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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Bagan Alur Metodologi Penelitian untuk menganalisis determinan Pembangunan

Manusia Indonesia menggunakan Panel Dinamis GMM dengan periode waktu

2016-2023.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi model SYS GMM dapat disimpulkan bahwa IPM di
Indonesia menunjukan persistensi temporal yang signifikan. Hal ini dibuktikan oleh
keberadaan path dependency dalam pembangunan manusia. Dengan kata lain,
capaian IPM pada suatu periode secara determinatif dipengaruhi oleh kinerja IPM

pada periode sebelumnya.

1. Di sisi lain, variabel belanja pendidikan menunjukan bahwa peningkatan
alokasi anggaran pendidikan belum mampu meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh
inefisiensi penyerapan anggaran, dominasi belanja rutin dibanding belanja
modal strategis, kualitas kelembagaan, serta permasalahan tata kelola
sektor pendidikan

2. Sebaliknya, belanja kesehatan menunjukan bahwa anggaran kesehatan
dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui perluasan akses layanan
kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan pengembangan
infrastruktur kesehatan yang berdampak pada peningkatan angka harapan
hidup.

3. Sementara itu, inflasi menunjukan bahwa terjaganya stabilitas harga
selama periode penelitian, sehingga fluktuasi inflasi tidak memberikan
dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa ekspansi aktivitas
ekonomi di tingkat daerah berperan penting dalam mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh tersebut terwujud
melalui mekanisme peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
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(TPAK) serta pertumbuhan investasi, baik Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi ini
pada gilirannya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan Kerja,
peningkatan produktivitas, serta penguatan kapasitas ekonomi wilayah.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan
didorong oleh ekspansi investasi produktif menjadi faktor krusial dalam

mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa variabel ekonomi makro dan
kebijakan fiskal daerah berperan penting dalam menentukan dinamika
pembangunan manusia di Indonesia, meskipun tingkat efektivitasnya menunjukan
variasi antarwilayah. Oleh karena itu, orientasi kebijakan pembangunan manusia di
Indonesia perlu mengalami pergeseran paradigma dari sekadar mengejar
peningkatan anggaran nominal menuju penguatan efektivitas alokasi, kualitas
kelembagaan dan pemerataan antardaerah. Transformasi ini merupakan prasyarat
fundamental untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan

inklusif di tingkat nasional.

5.2 Saran
Berdasarkan temuan empiris tersebut, dapat direkomendasikan arahan kebijakan

guna meningkatkan efektivitas pembangunan manusia di Indonesia.

Pertama, perlu dilakukan optimalisasi kualitas belanja pendidikan dengan
mentransformasi pola anggaran dari belanja rutin ke belanja produktif. Prioritas
mencakup penguatan kapasitas pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, dan
integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Reformasi tata kelola keuangan
daerah, peningkatan transparansi anggaran, dan penerapan sistem evaluasi berbasis
kinerja merupakan prasyarat untuk memastikan kontribusi belanja pendidikan

terhadap peningkatan IPM.

Kedua, kebijakan kesehatan harus diorientasikan pada pemerataan akses dan
peningkatan kualitas layanan, yang masih terkendala oleh faktor geografis dan
infrastruktur. Pemerintah pusat disarankan untuk memperkuat skema desentralisasi
fiskal yang bersifat afirmatif, dengan fokus penguatan layanan kesehatan dasar dan

pemerataan distribusi tenaga medis.
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Ketiga, stabilitas makroekonomi perlu dipertahankan melalui koordinasi yang
sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga inflasi pada tingkat yang
terkendali. Program perlindungan sosial, seperti subsidi di sektor pendidikan dan
kesehatan serta penyesuaian upah minimum, perlu dioptimalkan untuk menjaga

daya beli masyarakat.

Keempat, peningkatan investasi produktif baik PMA maupun PMDN harus
diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan
pelatihan vokasi, pendidikan teknis, dan program peningkatan kompetensi sumber

daya manusia.

Terakhir, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengmbangkan studi dengan
memperluas cakupan variabel, khususnya indikator kualitas kualitas belanja publik
dan mengintegrasikan dimensi kelembagaan serta ketimpangan wilayah agar

analaisis pembangunan manusia Indonesia dapat bersifat lebih holistikdan relevan.

Dengan demikian, strategi pembangunan manusia ke depan hendaknya tidak hanya
berfokus pada ekspansi anggaran secara nominal, melainkan pada peningkatan
efektivitas tata kelola publik dan pemerataan hasil pembangunan. Hal ini diperlukan
agar peningkatan IPM dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan inklusif di

seluruh wilayah Indonesia.
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